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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa 

Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo, dengan judul “Analisis Fiqh 
Mu‘a>malah Terhadap Penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 

di Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo”. Skripsi ini memiliki tujuan 

untuk menjawab permasalahan yang dicurahkan dalam dua rumusan masalah 

yakni : bagaimana penerapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di 

desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo dan bagaimana analisis fiqh 
mu‘a>malah terhadap penerapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di 

desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian 

kualitatif yang memakai cara observasi dalam pengumpulan datanya, wawancara, 

dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisanya berupa deskriptif analisis dengan 

menggunakan pola pikir deduktif untuk menganilisis fiqh mu‘a>malah terhadap 

penerapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Desa Kedungkembar 

Kec Prambon Kab Sidoarjo. 

Dalam penelitian ini, bisa  disimpulkan bahwa menurut Perbup Nomor 63 

Tahun 2015 terkait Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi 

(HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun 

Anggaran 2016 pasal 10 ayat 1 bahwa pengecer lini IV menditribusikan pupuk 

bersubsidi kepada petani bahwa wajib menerapkan HET, dan pasal 10 ayat dua 

HET pupuk bersubsidi yaitu: (1) Urea : Rp. 90.000,-; (2) SP-36: Rp. 100.000,-: (3) 

ZA: Rp. 70.000,-: (4) 8NPK: Rp. 115.000,-. 

 Terjadi perubahan harga karena adanya kesepakatan antara petani dan 

penjual harga jual dilapangan melalui musyawarah. Alasanya disepakatinya harga 

lapangan dikarenakan adanaya uang transport, uang konsimsi kuli, dan uang jasa 

kuli. Menurut penulis penerapan harga eceran tertinggi (HET) dalam jual beli 

pupuk bersubsidi yang dilakukan tidaklah benar karena melebihi HET pupuk 

bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Perbup Nomor  63 

Tahun 2015, meskipun ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Adapun 

pendangan dalam fiqh mu‘a>malah, penetapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk 

bersubsidi di desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo, meskipun adanya 

kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait harga di lapangan dan saling rid{a 

dan telah menyampaikan amanahnya namun tidak sepenuhnya dilakukan maka, 

tetaplah tidak sesuai. Karena, tidak mentaati perintah pemerintah untuk menjual 

dengan harga yang telah diatur oleh pemerintah. Sehingga, demi kemasalahatan 

seharunya penjual tetap menerapkan HET yang ditentukan oleh pemerintah.  

Selaras dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran kepada 

masyarakat Desa Kedungkembar terkhusus pihak penjual dan pembeli supaya 

lebih memperhatikan peraturan yang telah di bentuk. Dan untuk pengawasan labih 

di perketat kembali. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia ialah khalifah di bumi dan Islam menganggap bumi dan 

seluruh isinya adalah amanah Allah kepada manusia supaya dimanfaakan 

dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh kesejahteraan bersama. Allah 

memberikan petunjuk kepada Rasulullah dan setelah itu diteruskan oleh para 

Ulama. Petunjuk tersebut mencakup segenap hal-hal yang diperlukan oleh 

manusia baik berbentuk sebagai aqidah, akhlak, mu‘amalah maupun syari>‘ah. 

Manusia merupakan makhluk yang bermoral, dimana dalam 

melangsungkan hidup mereka senantiasa tertaut dengan kepentingan 

manusia lainnya. Dalam Islam menyebutkan hal tersebut dengan mu‘amalah, 

dan dalam hal bermu‘amalah ini maka manusia membutuhkan suatu alat 

yang mengantarkan mereka supaya tidak berlawanan antara satu 

kepentingan dengan kepentingan lain antara sesama manusia dan tidak 

menyalahi hak-hak sesama manusia, hal ini sebagaimana dalam firman Allah 

Q.S. Al-Baqarah ayat 188: 

لُوااآاكُلُواااتاَااوَلَا اوَتدُا لابَاطالا ابِا نَكُما ابَ ي ا وَالَكُما الاتَأكُلُواااآباهاَاامَا كَُّاما اافَراي اقًاااالََاالْا لااثْاا ابِا االنََّاسا وَالا اامَا م انا
اااا  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوَانَ اتُمااتَ عالَمُوانا

Artinya: “Dan janganlah sebagian dari kamu memekan harta sebaigian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan 
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sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 

dosa, padahal kamu tahu akan hal tersebut.”1 

 

Pertanian merupakan aktivitas  yang perama kali dikembangkan oleh 

manusia sebagai respon terhadap tantangan kelangsungan hidup yang mulai 

menjadi sukar karena semakin menipisnya sumber pangan akibat laju 

pertambahan manusia.2 Pertanian dalam arti sempitialah mengelola tanaman 

dan lingkungan sehingga menghasilkan produk yang lebih baik daripada 

hidup secara alami. Peranian dalam arti luas ialah pengelolaan tanaman 

(pangan, perkebuanan, kehutanan), ternak, dan juga ikan supaya 

menghasilkan hasil yang lebih baik daripada hidup secara alami tanpa 

campur tangan manusia.3 Menurut Suherman, pertanian adalah aktivitas 

dalam usaha mengembangkan reproduksi tumbuhan dan hewan, dengan 

tujuan agar tumbahan dan hewan menghasilkan hasil yang lebih baik untuk 

memenuhi kebutuhan manusia.4 

Dalam kegiatan pertanian, supaya tanaman tumbuh dengan baik 

diperlukan lahan atau tanah yang berkualitas. 5  Lahan yang berkualitas 

memiliki dua karakteristik yaitu karakteristik fisik dan karekteristik kimia. 

Dari kadua karakteristik tersebut petani dapat memodifikasinya sebagian 

secara ekonomi, namun ada yang tidak dapat dimosifikasi oleh petani, 

seperti halnya faktor fisik yang menentukan kasesuaian tanah untuk 

reproduksi pertanian. Dalam produksi pertanian, tanah yang paling baik 

                                                           
1 Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemah (Bandung:fokus media, 2010), 29.  
2 Titik Nurmala, dkk, Pengantar Ilmu Pertanian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 1. 
3 Amalia Nur Milla, Mengenal Potensi Pertanian Indonesia (Tangerang: Citralab, 2010), 1. 
4 Ibid, 2. 
5 AAK, Budidaya Tanaman Padi (Yogyakarta: Kanisius(Anggota IKAPI), 1990), 36. 
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adalah tanah gambur, tanah lempung berpasir dengan dreinase yang baik. 

Adapun karakteristik kimia yang memepengaruhi kualitas tanah adalah 

kadar kemasaman, bahan organik dan persediaan nutrisi tanaman.6  

Sebagai sarana pertumbuhan suatu tanaman maka tanah yang baik 

adalah tanah yang mengandung zat-zat makanan atau nutrisi yang diperlukan 

terhadap tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya.7 Nutrisi yang 

dibutuhkan tanaman dalam pertumbuhan memiliki 17 unsur senyawa. 

Berdasarkan tingkat kebutuhan tanah di bagi menjadi dua yakni unsur makro 

dan unsur mikro. Unsur makro yang diperlukan untuk tanaman mencakup 

karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O), nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K), 

kalsium (Ca), magnesium (Mg), dan sulfur (S), sedangkan unsur mikro 

mencakup besi (Fe), mangan (Mn), baron (B), molibdenum (Mo), tembaga 

(Cu), seng (Zn), kobalt (Co). Namun dari unsur tersebut tidak semua unsur 

diperlukan oleh tanaman dalam jumlah banyak, adapun unsur yang 

diperlukan tanaman dalam jumlah banyak ialah unsur makro. 8  Karena 

tanaman memerlukan unsur makro dalam jumlah banyak, maka tumbuhan 

memerlukan tambahan nutrisi. Tambahan nutrisi yang diperlukan tanaman 

dapat dilakukan dengan cara menambahkan pupuk. 

Pupuk merupakan kebutuhan yang paling penting dan strategis dalam 

rangka peningkatan produksi, produksivitas, mutu dan daya saing produk 

pertanian baik tanaman pangan, hortkultural, perkebunan rakyat, peternakan, 

                                                           
6 Wanti Mindari, dkk, Kesuburan Tanah dan Pupuk (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017), 18. 
7 AAK, Budidaya Tanaman Padi (Yogyakarta: Kanisius(Anggota IKAPI), 1990), 36. 
8 Wanti Mindari, dkk, kesuburan Tanah dan Pupuk (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017), 18. 
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dan perikanan. Mengingat dalam mengembangkan tumbuhan sumber pangan, 

petani memerlukan pupuk dalam jumlah yang cukup tinggi dan harga pupuk 

yang tebilang cukup mahal, maka pupuk di pandang perlu untuk di subsidi. 

Pupuk subsidi ialah pupuk yang penyediaan dan penyalurannya mendapatkan 

subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilangsungkan atas 

program pemerintah di sektor pertanian. Dalam program pemerintah ini 

pupuk yang disubsidi oleh pemerintah ialah pupuk anorganik (urea, 

superphos, ZA, NPK) dan pupuk organik.  

Supaya program pemerintah tersebut berjalan sesuai dengan tujuan 

pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan sumber pangan maka pupuk 

bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 

2011 perubahan atas Peraturan Presiden Indonesia Nomor 77 tahun 20059 

tentang pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang merupakan barang 

dalam pengawasan, dan dalam pelaksanaannya harus memerhatikan 6 prinsip 

tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga, 

dan tepat mutu. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden 

maka Menteri pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 

tahun 2011 yang mengatakan bahwa pengadaan/penyediaan dan penyaluran 

serta pengguanaan pupuk bersubsidi tersebut di samping harus 

memperhatikan prinsip 6 tepat juga harus sesuai dengan peruntukannya, 

                                                           
9 Benny Rachman, “Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan Terhadap Aspek Teknis, Managemen dan 
Regulasi” Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, No. 2, Vol. 7, Juni 2009, 135. 
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yaitu untuk petani, pekebun, peternak, dan pebudidayaan ikan/udang yang 

memiliki luas lahan maksimal 2 hektar dan bukan merupakan perusahaan.10 

Penyaluran pupuk bersubsidi pada dasarnya telah di atur dalam 

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/ Permentan/ 

SR. 130/ 11/ 2014 tantang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) 

pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015 menjelaskan 

bahwa kios binaan atau pengecer resmi/lini IV mendapat surat dari produsen 

berkaitan masalah proses penyaluran pupuk sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan. Dokumen yang harus dipersiapakan untuk memperlancar alur 

distribusi pupuk dari produsen kepada kios resmi/lini IV adalah RDKK 

(Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), dimana RDKK yang di minta 

harus sudah di validasi oleh departemen Pemerintah setempat. Setelah syarat 

tersebut terpenuhi barulah kios resmi/lini IV dapat menebus pupuk yang 

ditetapkan berkatan denga syarat minimal jumalah penebusan. 

RDKK merupakan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani 

setiap tahunnya. Yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompk 

tani dengan didampingi pengawas penyuluh lapangan sebagai alat pesanan 

pupuk bersubsidi kepada Distributor. Dalam proses penyaluran pupuk, 

RDKK merupakan kartu kendalai utama dan masih satu-satunya yang 

digunakan oleh pemerintah untuk menghitung maupun manyalurkan 

kebutuhan pupuk pupuk di satu wilayah. Dalam penyaliran pupuk barsbsidi 

untuk satu musim yang akan datang, pengecer/lini IV harus sudah 

                                                           
10 Valeriana Darwis dan Supriyati, “Subsudi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi 
Pemanfaatannya” Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, No. 1, Vol. 11, Juni 2014, 48. 
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mendapatkan data mengenai berapa banyak kebutuhan petani, dan siapa saja 

pemilik pupuk bersubsidi tersebut, sehingga sesuai dengan prinsip yang 

ditetapkan oleh Pemerintah.11 

Mengenai peraturan yang telah dikeuarkan Presiden dan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia, maka Bupati Kabupaten Sidoarjo juga 

mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang kebutuhan 

dan penyaluran serta harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk 

sektor pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016, berdasarkan 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/ Permentan/ SR. 130/12/2015 dan 

Pearturan Gubenur Jawa Timur Nomor 79 tahun 2015 tentang kebutuhan 

dan penyaluran serta harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi  untuk 

sektor pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.  

Dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 pasal 1 ayat 5 

dikatakan  bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah 

pupuk bersubsidi per Kabupaten/Walikota atau dinas yang membidangi 

sektor pertanian di Kabupaten Sidoarjo, dan pada pasal yang sama dalam 

ayat 6 dikatakan bahwa harga eceran tertinggi (HET) adalah harga pupuk 

bersubsidi yang di beli oleh petani/kelompok tani di penyalur lini IV/kios 

resmi harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Namun pada kenyataan di lapangan, pupuk bersubsidi yang telah disalurkan 

kepada petani oleh lini IV/kios resmi dengan harga yang tidak sesuai dengan 

peraturan yang ditetapkan, dimana para petani membeli pupuk bersubsidi 

                                                           
11 Ni Ketut Sriwinarti dan Andres Faesal, “Sistem Informasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada 
Kecamatan Gerung Lombok Barat”, Jurnal Matrik, No. 1, Vol. 15, 2015-2016, 1. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

dengan harga lebih tinggi dari HET yang telah ditetapkan dalam Peraturan 

Bupati Sidoarjo. Seharusnya sebagai masyarakat yang baik penyalur lini 

IV/kios resmi mentaati perintah pemerintah yang dituangkan dalam 

Peraturan Bupati Sidoarjo. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 berbunyi: 

ناكُماااااااااااااااااااااااااااآيَََاي ُّهَااالَّذايانَاامََنُ واا رااما َما االا عُوااالرَّسُوالَاوَاوُلَا عُواااللَََّّاوَاطَاي ا  اطَاي ا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) diantara kamu.”12 

  

Dan juga di pertegas dalam hadis Rasul yang berbunyi: 

االارَّا ابانُاعَبادا سَلَمَةَ اأبَُ وا ا بَََنِا :اأَخا رايا االزُّها ,اعَنا ايُ وانُسا اعَبادُاللها,اعَنا بََنَََ اغَبادَانُ:اأَخا ثَ نَا حْاَنا:اأنََّهُاحَدَّ
اأاَسَاَعَا افَ قَدا اأَطاَعَنِا اُعَلَياهااوَسَلَّمااقاَلَ:امَنا ارَسُوالَااللََّّااصَلَىااللََّّ اُعَناهُاأَنا يَااللََّّ طاَعَااللَََّّ,اأبََِاهُرَي ارةََارَضا

ا ,افَ قَدا اعَصَىاأمَايْاايا ,اوَمَنا اأَطاَعَنِا اأَطاَعَاأمَايْااي,افَ قَدا اعَصَىااللَََّّ,اوَمَنا افَ قَدا اعَصَانِا .اوَمَنا عَصَانِا
   ااااااااا13

“Telah menceritakan kepada kami Abdan: telah mengabarkan kepada 

kami Abdullah dari Yunus, dari Zuhri: telah mengabarkan kepadaku 

Abu Sualiman bin Abdurrahman, ia mendengan Abu Huraira ra, bahwa 

Rasulullah bersabda: Barang siapa yang taat kepadaku, sungguh ia 

telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang menentangku, sungguh 

ia menentang Allah. Dan barang siapa yang taat pada Amriku, 

sungguh ia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang menentang 

Amriku, sungguh ia telah menentangku.”14 

 

Penjelasan daripada Al-Quran dan Hadis di atas adalah bahwa setiap 

manusia harus taat kepada perintah Allah SWT, taat kepada perintah dari 

Ralullah SAW, dan juga taat pada perintah dari Ulil Amri (penguasa). 

Ketika seseorang telah taat kepada perintah penguasa (ulil amri) ataupun 

segala aturan yang dikeluarkan oleh penguasa, maka orang tersebut telah 

                                                           
12 Kementerian Agama, Al-quran dan Terjemah (Bandung: Fokusmedia,2010), halaman. 87. 
13 Syeikh Islam Abi Yahya Zakariya bin Muhammad Anshori, Tuhfatul Bari sharah shahih bukhari 

(Lebanon-Bairut: Dar Al-Kitab, 296 H), 450. 
14  Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim (Jawa Tengah: Insan 

Kamil, 2010), 566-567. 
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memberikan contoh bahwa ia taat atas perintah Allah.15 Penguasa yang 

dimaksudkan oleh penulis disini adalah Pemerintah  yang menjalankan 

tugas untuk mengayomi masyarakat. Dan Pemerintah yang dimaksudkan 

oleh penulis disini adalah Bupati Sidoarjo.  

Sehingga berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan mengkaji 

masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan 

judul “Analisis Fiqh Mu‘a>malah terhadap Penerapan Harga Eceran Tertinggi 

(HET) Pupuk Bersubsidi di Desa Kedungkembar Kecmatan Prambon 

Kabupaten Sidoarjo” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari pemaparan latar belakang dapat diketahui bahwa pokok masalah 

yang dapat dikaji adalah: 

1. Latar belakang ditentukannya harga eceran tertinggi (HET) pupuk 

bersubsidi menurut Perbup Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2015. 

2. Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi menurut Perbup Sidoarjo 

Nomor 63 Tahun 2015. 

3. Faktor penjual menaikan harga eceran pupuk bersubsidi. 

4. Penerapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di desa 

Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo. 

                                                           
15 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim (Jawa Tengah: Insan 

Kamil, 2010), 566-567. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5. Analisis fiqh mu‘a>malah terhadap penerapan harga eceran tertinggi 

(HET) pupuk bersubsidi di desa Kedungkembar Kec Prambon Kab 

Sidoarjo. 

Agar pembahaan penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi 

pada permasalahan sebagaimana berikut: 

1. Penerapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di desa 

Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo. 

2. Analisis fiqh mu‘a>malah terhadap penerapan harga eceran tertinggi 

(HET) pupuk bersubsidi di desa Kedungkembar Kec Prambon Kab 

Sidoarjo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah yang penulis lakukan maka, penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di 

desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo? 

2. Bagaimana analisis fiqh mu‘a>malah terhadap penerapan harga eceran 

tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di desa Kedungkembar Kec Prambon 

Kab Sidoarjo?  

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ialah deskripsi dari kajian/penelitian yang pernah 

dilakukan terkait masalah yang akan diteliti oleh penulis sehingga terlihat 
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jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan 

atau duplikasi dari kajian/penelitian yang sudah ada.16 

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan 

penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji sebagaimana penulis 

menulis skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Mu‘a>malah terhadap Penerapan 

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi di Desa Kedungkembar 

Kec Prambon Kab Sidoarjo”. 

Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian 

yang ditulis oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi 

Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus di Desa Batarkawung Kecamatan 

Batarkawung Kabupaten Brebes), skripsi ini di tulis oleh Rizky Inayatul 

Khasanah pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana 

sistem pendistribusian pupuk bersubsidi di desa Bantarkawung 

kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam, diamana menurut 

penulis ini penelitian tidak sesuai dengan prinsip-prinsip distribusi 

dalam Islam khususnya dalam prinsip kebebasab dan keadilan. 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah sama-sama meneliti pupuk bersubsidi. Yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pertama, 

penelitian ini membahas tentang sistem distribusi pupuk bersubsidi 

sedangkan penelitian yang dialkukan penulis membahas tentang harga 

                                                           
16 Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah 

dan Hukum, 2016), 8. 
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eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Kedua, penelitian ini 

dilakukan di Desa Batarkawung Kecamatan Batarkawung Kabupaten 

Brebes, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa 

Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.   

2. Skripsi yang berjudul Hukum Jual Beli Pupuk Campuran Bersubsidi 

Menurut Fiqh Syafi’i (Studi kasus di Deusun Ranto Bangun Desa Damuli 

Pekan Kabupaten Labuanbatu Utara), skripsi ini di tulis oleh Resnu 

Bayu Amirta HSB pada  tahun 2017. Penulis dalam skripsi ini 

menjalaskan bagaimana analisis hukum Islam jual beli pupuk biasa yang 

di campur dengan pupuk bersubsidi dengan tujuan agar dapat 

keuntungan lebih besar menurut fiqh imam Syafi’i.  

Persamaan penelitaian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah 

sama-sama membahas pupuk bersubsidi. Sedangkan yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

pertama, penelitian ini membahas pupuk bersubsidi yang di campur 

dengan non-subsidi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya 

membahas penelitian pupuk bersubsidi. Yang kedua, penelitian ini 

dilakukan di Dusun Ranto Bangun Desa Damuli Pekan Kabupaten 

Labuanbatu Utara, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

dilakukan di Desa Kedungkembar Kecamata Prambon Kabupaten 

Sidoarjo.  

3. Skripsi yang berjudul Analisis Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada PT. 

Pertanian (Persero) Cabang Riau, skripsi ini di tulis oleh joni Indra pada 
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tahun 2010. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan apa saja faktor-faktor 

yang mempengaruhi distribusi atau penyaliran pupuk non-bersubsidi 

tidak lancar. Menurut pennulis dalam skripsi ini faktor yang 

mempengaruhi ketidak lancaran distribusi adalah peranan perusahaan 

penyaluran, proses pendistribusian, faktor pergudangan dan faktor 

transportasi.  

 

E. Tujuan Peneliian 

Tujuan penelitian merupakan rumusan mengenai tujuan yang ingin 

digapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan.17 Berkaitan dengan 

permasalahan yang penulis teliti, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui penerapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk 

bersubsidi di Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo. 

2. Untuk mengetahui fiqh mu‘a>malah terhadap penerapan harga eceran 

tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Desa Kedungkembar Kec Prambon 

Kab Sidoarjo. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan gagasan yang dikemukakan oleh 

penulis dan ditulis secara singkat dan tepet. Gagasan tersebut yang akan 

menjadi memiliki nilai guna yang bermanfaat tidak hanya bagi peneliti  

                                                           
17 Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah 

dan Hukum, 2016), 8. 
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namun juga berguan pembaca.18 Untuk mengetahui seberapa jauh manfaat 

dari penelitian ini, maka manfaat di bagi menjadi dua yaitu: 

1. Manfaat Teoritis (Keilmuan) 

a. Memberikan sumbangsi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang hukum ekonomi Islam. Terlebih dalam menaati ketentuan 

harga eceran tertinggi yang telah ditentukan oleh pemimpin dalam 

Islam. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk peneliti 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis (Terapan) 

a. Bagi Dinas Pertanian Sidoarjo, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi acuan dalam pembuatan peraturan selanjutnya dan lebih 

berkordinasi dalam pemantauan penyelenggaraan penyaluran pupuk 

bersubsidi, agar masyarakat lebih tertib dalam melaksanakan 

peraturan yang telah di buat. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan 

pengetahuan bahwa pemerintah telah menentukan harga eceran 

tertinggi pupuk bersubsidi di peruntukkan untuk para petani agar 

dapat menjangkau harga pupuk sehingga petani dapat menggarap 

sawahnya dengan baik. 

 

 

 

 

                                                           
18 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 401. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

G. Definisi Operasional 

Beberapa istilah kata kunci yang ada dalam judul skripsi ini, untuk 

memperjelas dan memperoleh gambaran konkrit tentang arah dan tujuan 

yang terkandung dalam konsep penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Fiqh Mu‘a>malah 

Fiqh secara etimologi maknanya al-fahmu (faham), sedangkan 

secara definitif artinya ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat 

amaliah yang digali dan di temukan dari dalil-dalil yang tafsili.19 

Sedangkan kata mu‘amalah secara etimologi semakna dengan kata 

mufa‘alah (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam 

memenuhi kebutuhan masing-masing. Sehingga fiqh mu‘a>malah dapat 

diartikan sebagai hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliah) 

yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan 

seseorang dengan orang yang lain dalam persoalan ekonomi diantaranya: 

dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, 

simpanan barang atau uang, dll. 20  Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan analisis fiqh mu‘a>malah terhadap penerapan harga eceran 

tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Desa Kedungkembar Kec Prambon 

Kab Sidoarjo.  

 

                                                           
19 Satria Efendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), 4.  
20  Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah  (Jakarta: Kencana, 2012), 85. 
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2. Harga Eceran Tertinggi (HET)  

Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi 

yang ditetapkan oleh Menteriuntuk di beli oleh Petani atau Kelompok 

Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyalur lini IV atau kios 

resmi yang di tunjuk untuk menjual pupuk bersubsidi.21 Harga eceran 

tertinggi (HET) yang dimaksudkan disisni merupakan HET berdasarkan 

dalam Perbup Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran 

serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor 

Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016. 

 

3. Pupuk Bersubsidi 

Pupuk Bersubsidi ialah barang dalam pengawasan yang 

penyediaan dan penyalurannya memperoleh subsidi dari pemerintah 

untuk keperluan kelompok tani dan/atas petani di sektor pertanian yang 

mencakupi pupuk Urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan jenis 

pupuk bersubsidi lainnya yang ditentukan oleh menteri yang mengadakan 

urusan Pemerintah di bidang pertanian. 22  Pupuk bersubsidi yang 

dimaksudkan disini merupakan pupuk bersubsidi berdasarkan Perbup 

Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga 

Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 

Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016. 

                                                           
21  Permentan RI Nomor: 47/Permentan/SR.310/12/2017 Tentang Alokasi dan Harga Eceran 

Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. 
22  Permendagri Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk 

Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode penelitian 

atau ajaran berkenaan dengan metode-metode yang digunakan dalam proses 

penelitian atau ilmu tentang alat-alat untuk penelitian atau suatu pengkajian 

dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.23 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupkan penelitian lapangan (field research) 

yakni penelitian yang dilangsungkan dalam kehidupan yang sebenarnya 

dalam hukum Islam terhadap penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) 

Pupuk di Desa Kedungkembar Prambon Sidoarjo.  

 

2. Data yang Dikumpulkan 

Data yang di himpun dalam penelitian ini ialah hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah-masalah yang ingin di jawab dalam penelitian 

ini selaras dengan rumusan masalah diatas. Data yang di himpun dalam 

penelitian ini mencakupi: 

a. Data berkaitan dengan harga jual-beli pupuk bersubsidi. 

b. Data wawancara kepada kios pengcer pupuk bersubsidi 

1) kios cipto. 

2) UD. Raya Tani.  

3) UD. Sarana Pertanian. 

                                                           
23 Masruhan, Metodologi Penelitian (Hukum) (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 41. 
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c. Data wawancara pembeli / petani yang mebeli pupuk bersubsidi 

yakni: 

1) Irkham  

2) Wirdi 

3) Marliah 

4) Suep 

5) Satuin 

6) Sulis 

7) Sutaman 

8) Kardi  

9) Askan  

10) Budi 

d. Data gambaran umum Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab 

Sidoarjo. 

 

3. Sumber Data 

Sumber data ialah subjek atau pokok behasan dari mana data 

dapat didapatkan. Sumber data yang didapatkan berdasarkan jenis-jenis 

data yang dibutuhkan. Sumber data dalam penelitian ini ialah hasil 

wawancara (interview) dan penelusuran melalui buku-buku atau 

dokumentasi yang bertautan dengan penelitian ini. Adapun cara kerja 

teknis metode penelitian ini dengan memakai sumber data yang di bagi 

menjadi dua, yakni: 

 

a. Sumber primer 
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Sumber primer ialah data yang di dapat secara langsung dari 

objek yang di teliti, baik dari pribadi ataupun dari suatu instansi yang 

mengolah dan untuk kebutuhan penelitian, seperti dengan melakukan 

wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan,24 data primer didapatkan dari: 

1) Hasil wawancara dari  penjual pupuk bersubsidi pada kios resmi 

di toko Cipto Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo. 

2) Hasil wawancara dari 10 (sepuluh) petani yang membeli pupuk 

bersubsidi di kios pupuk resmi di Desa Kedungkembar Kec 

Prambon Kab Sidoarjo. 

 

b. Sumber sekunder 

Sumber data sekunder ialah data yang memberi penjelasan terhadap 

data primer, 25  yang didapatkan secara tidak langsung yang 

bermanfaat untuk menyokong dan mempererat data sumber primer, 

yang berupa internet, karya ilmiah, buku dan data yang berkaitan 

dengan judul skripsi yang penulis teliti. Adapun data yang di ambil 

dari buku atau literatur serta dokumen yang berhubungan dengan 

masalah harga dan harga eceran tertinggi (HET) diantaranya: 

1) A. Djauli, “Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam 

dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis” (Jakarta: 

Kencana, 2006). 

                                                           
24 Chalid Narbuko dan Abu Acmadi, Metodologi Penelitian  (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 62. 
25 Bisri Mustofa, Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: Panji 

Pustaka 2009), 211. 
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2) Fahrul Ulum,” Sistem Ekonomi Islam”, (Yogyakarta: Gerbang 

Media Aksara, 2015). 

3) Kementerian Agama, “Al-quran dan Terjemah” (Bandung: 

Fokusmedia). 

4) Moch. Zainul Arifin, “Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan 

Bisnis Islam” (Surabaya: UIN SA Press, 2014). 

5) Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, “Kumpulan Hadits Shahih Bukhari 

Muslaim” (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2010). 

6) Enang Hidayat, “Fiqih Jual Beli” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
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Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Sidoarjo lebih tepatnya 

di Desa Kedungkembar Kec Prambon. 

5. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini merupakan pihak yang bertranskasi 

yakni pengecer/pemilik kios/penjual dan petani/pembeli pupuk bersubsidi 

di Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo. 

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang teramat strategis 

dalam penelitian, karena maksud utama dari penelitian ialah 

mendapatkan data. Tanpa tahu akan teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan memperoleh data yang mencukupi standar data yang 

ditentukan.26 Dalam penelitian ini penulis memakai beberapa teknik 

untuk menghimpun data antara lain: 

 

a. Wawancara (intrview) 

Merupakan kondisi peran antar pribadi dengan bertatap-muka 

(face-to-face), ketika seseorang yakni pewawancara mengemukakan 

pertanyaan-pertanyaan yang di susun untuk mendapatkan 

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah yang di teliti kepada 

seorang responden.27 Wawancara ini dilakukan kepada pemilik kios 

dan  10 (sepuluh) petani/pembeli. 

                                                           
26 Sugioyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 224. 
27  Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum  (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2012), 82. 
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b. Dokumentasi  

Sebagian besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Sebagaian besar data yang tersedia yakni berbentuk 

surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.28 

Penggalian data ini dengan cara menghimpun, meneliti serta 

mengamati data ataupun dokumen-dokumen yang ada di Desa 

Kedungkembar, meliputi: 

1) Gambara umum desa Kedungkembar. 

2) Data wilayah desa Kedungkembar. 

3) Data mata pencarian warga desa Kedungkembar. 

4) Data fasilitas pendidikan dan keagamaan. 

5) Rekapitulasi RDKK Gapoktan desa Kedungkembar. 

6) Data Kelompok Tani Desa Kedungkembar. 

7) Foto Harga eceran Pupuk Barsubsidi. 

 

7. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data yang didapatkan langsung dari pihak yang terkait 

dalam masalah penerapan harga eceran tertinggi (HET) di desa 

                                                           
28  Juliansyah Noor,Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi ddan Karya ilmiah 
(Jakarta:Kencana prenada media group,2011), 141. 
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Kedungkembar terkumpul, maka setelah itu akan di peroleh dengan 

beberapa tahapan, seperti berikut:29 

 

 

a. Organizing  

Ialah  metode atau langkah mengatur secara sistematis terhadap 

data yang sudah di himpun sehingga bisa dimanfaatkan untuk 

penyusunan skripsi seperti apa yang dikehendaki oleh penulis.30  

Data di peroleh dari wawancara pemilik kios, pembeli/petani, kepala 

Desa. 

b. Editing 

Ialah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah di himpun.  

Teknik ini dimanfaatkan untuk meneliti ulang data-data yang telah 

didapatkan, mencakupi 31  data wawancara kepada penjual/pemilik 

kios, data wawancara kepada petani/pembeli pupuk bersubsidi. 

 

c. Analizing 

Ialah melakukan pengalian terhadap data-data yang telah di atur 

dengan cara memahami dan mencerminkan/menggambarkan data 

tersebut supaya dapat di tarik kesimpulan.32 Tahapan ini merupakan 

tahapan analisis dan perumusan aturan dalam fiqh mu‘a>malah yang 

                                                           
29  Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial; Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif  

(Surabaya: Airlangga Press, 2001), 193-194. 
30 Abuzar Asra, Metode Penelitian Survei (Bogor: In Media, 2014), 171. 
31 Abuzar Asra, Metode Penelitian Survei (Bogor: In Media, 2014), 171. 
32 Ibid, 171. 
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berkaitan terhadap penerapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk 

bersubsidi di Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo. 

 

 

 

8. Teknik Analisis Data 

Penelitian yang dilangsungkan ini adalah penelitian kualitatif, 

yakni salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berwujud ucapan atau tulisan dan tingkah laku orang-orang yang di 

amati. Jadi, peneliti harus menghimpun data-data yang ada di lapangan 

yang bersangkutan dengan harga jual beli pupuk bersubsidi dan setelah 

itu mengolahnya menjadi sebuah rangkaian deskriptif. 

Untuk menganalisis data yang telah di himpun, penulis 

menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis, yakni metode 

penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti 

sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara 

sistematis, faktual, dan karateristik objek yang diteliti dengan cara yang 

tepat. 

Sedangkan pola pikir yang digunakan ialah pola pikir deduktif, 

yakni cara berpikir yang di tangkap atau di ambil dari pernyataan yang 

bersifat umum kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

Dimana dalam hal ini penulis menganalisis data tentang penerapan 

harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Desa Kedungkembar 
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Kec Prambon Kab Sidoarjo dalam jual beli pupuk besubsidi secara umum 

lalu di tarik kesimpulan menggunakan Perbup Nomor 63 Tahun 2015 

tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) 

Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun 

Anggaran 2016 dan analisis fiqh mu‘a>malah untuk mendapatkan data 

khusus mengenai penerapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk 

bersubsidi di Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, 

yang kemudian di bagi kembali kedalam sub-sub bab dari tiap-tiap bab 

tersebut. Sistematika penulisan penelitian ini ialah sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini digambarkan latar belakang 

penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II Penentuan harga dalam prespektif hukum Islam. Dalam bab 

penelitian ini akan membahas konsep umum harga yakni pengertian tentang 

harga, dasar hukum harga, penetapan harga dalam Islam, peranan pemerintah 

dalam penetapan harga. Dan Perbup Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 

bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 

2016.  
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BAB III Deskripsi Penerapan Harga Eceran Tertinggi Pupuk 

Bersubsidi di Desa Kedungkembar Prambon. Dalam bab penelitian ini 

penulis menguraikan tentang hasil penelitian atau data yang di dapat penulis 

di lapangan meliputi gambaran umum desa kedungkembar, penerapan harga 

eceran tertinggi pupuk bersubsisdi di Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab 

Sidoarjo. 

BAB IV Analisis Penerapan Harga Eceran Tertinggi Pupuk 

Bersubsidi (HET) di Desa Kedungkembar Prambon Sidoarjo. Dalam bab ini 

akan menjelaskan tentang analisis data dari hasil penelitian yakni Analisis 

Penerapan Harga Eceran Tertinggi8 (HET) Pupuk Bersubsidi di Desa 

Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2015 dan Analisis fiqh mu‘a>malah terhadap 

Penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi di Desa 

Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo. 

BAB V Penutup. Dalam bab ini memaparkan tentang hasil 

kesimpulan akhir dari analisis penulis terhadap permasalahan yang 

dirumuskan dalam skripsi kemudian dilanjutkan dengan saran.  
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BAB II 

PENENTUAN HARGA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

A. Harga  

 

1. Pengertian Harga  

Harga merupakan suatu bentuk nilai suatu barang atau jasa dalam 

satuan uang.33 Harga dapat pula didefinisikan sebagai hubungan antara 

pertukaran barang dengan uang. Masyarakat modern menganggap nilai 

harga barang tidaklah dihubungkan terhadap barang serupa akan tetapi 

dihubungkan terhadap uang. Sedangkan harga berdasarkan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia merupakan banyaknya uang atau alat tukar lain yang 

setara, yang harus dibayarkan terhadap jasa maupun produk, pada  

tempat dan waktu yang telah ditertentukan.34 

Tujuan terbentuknya harga memiliki dua aspek, yaitu produsen 

dan konsumen. Produsen menilai harga sebagai nilai manfaat keuntungan 

barang yang memberikan atas biaya produksi. Konsumen menilai harga 

sebagai nilai manfaat atas pemenuhan kebutuhan yang dinginkannya.35 

Dalam persaingan yang penuh, harga terbentuk melalui 

kesepakatan antara produsen dan konsumen. Namun, relitasnya kondisi 

tersebut tidak kerap terjadi. Adanya suatu pihak dapat mendominasi 

                                                           
33 Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, Kamus Besar Ekonomi (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), 

354 
34 http://kbbi.web.id/harga diakses tanggal 5 Mei 2020 Diakses pukul 10.57 WIB 
35 Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi “Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam” (Bandung: 

Pustaka Setia, 2014), 62. 
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penetuan harga atau adanya pihak lain di luar produsen maupun 

konsumen seperti, pemerintah, pesaing, pemasok atau distributor yang 

turut berperan dalam penentuan harga tersebut.36 

Dalam Islam Teori harga pertama kali terdapat dalam hadist yang 

menceritakan bahwa ada sahabat yang membarikan pendapat kepada Nabi 

untuk menentukan harga dipasar, namun Rasulullah menolak tawaran itu 

dan mengucapkan bahwa harga dipasar tidak boleh ditentukan , karna 

Allahlah yang menentukannya, sungguh mengagumkan teori Nabi tentang 

harga dan pasar, diamana ucapan Nabi SAW tersebut diartikan bahwa 

harga pasar itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. 

Menurut ahli  Ekonomi kontemporer teori ini diadopsi oleh 

Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith yang biasanya dikenal sebagai teori 

invisible hands, berdasarkan teori ini pasar akan diatur oleh tangan-tangan 

yang tidak kelihatan, oleh karna itu harga terbentuk berdasarkan karena 

adanya permintaan dan penawaran. Tingkat kepercayaan orang yang 

terlibat dalam transaksi juga dapat mempengaruhi harga. Penjual akan 

senang melakuakan transaksi dengan orang yang terpercaya dan di anggap 

mampu saat membayar kredit. Namun, penjual akan merasa ragu 

melaksanakan transksi terhadap orang dan cenderung memasang harga 

tinggi ketika kredibilitas kredit orang tersebut diragukan.37 

 

                                                           
36 Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi “Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam” (Bandung: 

Pustaka Setia, 2014), 63. 
37 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Jogjakarta: Ekonisia, 2004) Cetakan 1, 32 
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2. Dasar Hukum Harga 

Sebagian Ulama memberikan pendapat bahwa pada prinsipnya 

penetapan harga tidak dibenarkan adanya, karna itu merupakan bentuk 

kezaliman dan tindakan kezaliman diharamkan. Mereka mendasarkan 

gagasannya tersebut pada hadist Anas bin Malik, ”Pada masa Rasulullah 

SAW harga barang pernah melonjak hebat. Orang-orang pun berucap, 

Wahai Rasulullah, seandainya saja anda mau menetapkan/menstabilkan 

harga”38 Beliau menjawab. 

عاا اغَلََاالس ا ارَسُوالَااللََّّا اوَسَلَّماَيََ اصَلَّىااللََُّّاعَلَياها النََا،افَ قَالَارَسُوالُااللََّّا ،ا:ارُ االامُسَع ارا االلَََّّاهُوَ إانَّ
ظَالَماَ اابِا ايطُاَلابُنِا ناكُما األَاقاىااللَََّّاوَليَاسَاأَحَدُاما اأَنا االَََراجُوا طُاالارَّزاقُاوَإانِ ا اادَمٍاوَلَاالَاقَاباضُاالابَاسا ةااافِا

ا.امَالاٍ
Diriwayatkan dari Anas RA, sahabat berkata “ Ya Rasulullah 

harga-harga barang menjadi mahal, tetapkanlah standar harga 

untuk kami. Maka Rasululah bersabda: Sesungguhnya Allah SWT 

Dzat Yang Maha Menetapkan harga, yang Yang Maha 

Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan rezeki. 

Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorang pun 

dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kedzaliman dalam 

darah dan harta.39 
 
Berdasarkan Hadist ini, penguasa (imam) tidak berhak menetapkan 

harga yang berlangsung dimasyarakat, melainkan masyarakat bebas 

menjual harta benda mereka berdasarkan mekanisme yang berlangsung. 

Penentuan harga sama saja melarang mereka untuk membelanjakan harta 

mereka.  

                                                           
38 Khairul Amru Harahap, Sahih Fiqih Sunnah terjemah dari “Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim 

, Sahih Figh Assunah wa adhilatuhu wa tauhid mazdzhib Al- Imnah”  (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2007), Cetetakan 1, 520.  
39 Imam Asy- Syaukani, Ringkasan Nailul Author  ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cetakan 1, 

104. 
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Sedangkan kelompok mazhab Maliki dan Hanafi mengizinkan 

penguasa menetapkan harga untuk menolak bahaya hal yang merugikan 

masyarakat apabila harga yang ditetapkan pemilik barang dagangan telah 

terlalu melampau harga umum. Ketika sudah demikian keadaanya maka 

sah-sah saja membuat penetapan harga melalui musyawarah dengan para 

ahli untuk menjaga kemaslahatan umum, sehingga tidak terjadinya 

tindakan yang saling merugikan.40 

Mengenai larangan yang tidak memperbolehkan melakukan 

perbuatan yang saling merugikan orang lain (tidak boleh membuat 

kerusakan /bahaya) terdapat dalam sebuah hadist, yang berbunyi:  

ارَسُوالَااللََّّااصَلَّىااللََّّاُ يَااللََُّّاعَناهُاأَنَّ ارَضا راي ا دُا نَانٍاالْا ابانااسا امَالاكا اسَعايادٍاسَعاداابانا ا اأَبِا اعَلَياهااعَنا
راَراَ:اوَسَلَّمَاقاَلاَ ا41لَاضَرَرَاوَلَاضا

Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu 

anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda : 

“tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang 

lain”.(HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya) Ibnu Majah 

no. 2341, Daruquthni no. 4/228, no. 4461, Imam Malik (Muwatho 

2/571, no 31).42 

 

Ketahuilah bahwa orang-orang yang merugikan saudaranya 

disebutkan telah menzaliminya, sedangkan zalim merupakan haram, 

bahwa yang dimaksudkan dengan merugikan ialah mengadakan serikat 

yang bermanfaat bagi dirinya, namun menimbulkan orang lain 

memperoleh mudharat, membahayakan ialah kamu yang merugikan orang 

                                                           
40  Khairul Amru Harahap, Sahih Fiqih Sunnah terjemah dari “Abu Malik Kamal Bin Assayid 

Salim , Sahih Figh Assunah wa adhilatuhu wa tauhid mazdzhib Al- Imnah” (Jakarta: Pustaka 

Azzam 2007 ) Cetakan 1, 520. 
41 Ahmad al-Nahwi Ali, “al-Qawa’id al-Fiqhiyah” ( Bairut: Dar al-Qalam,1420) cetakan 4, 288. 
42  M. Nashiruddin Al- Bani, Sunan Ibnu Majah, Penerjemah. Taufik Abdurahman ( Jakarta: 

Pustaka Azzam. 2007). Cetakan 1,330. 
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lain tidak merugikan diri kamu. Sedangkan yang dimaksud saling 

merugikan ialah kamu memberikan balasan orang yang merugikanmu 

dengan hal yang tidak sepadan dan tidak untuk membela kebenaran. 

 

3. Penetapan Harga dalam Islam 

Penetapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu 

hal yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat sebuah kaidah hukum 

yang nyata/konkret dan berlaku khusus.43 Istilah penetapan kerap kali 

digunakan dalam dunia bisnis yang dihubung-hubungkan dengan harga. 

Penetapan harga mempunyai fungsi yang sungguh luas di dalam proses 

pemasaran. Bagi produsen, penetapan harga amat penting sebab 

keputusan tersebut dapat berpengaruh pada keadaan, perkembangan, dan 

kemajuan maupun kemunduran dari usahanya. Sehingga dibutuhkan 

perhitungan yang cermat serta kehati-hatian dalam penentuan harga.44 

Penetapan harga merupakan bentuk proses menentukan sekian 

besar hasil usaha atau upah yang akan didapatkan oleh 

pengusaha/perusahan dari produk maupun jasa yang dihasilkan. 45 

Sehingga penetapan harga diartikan bagaimana menautkan suatu produk 

dengan tujuan  harapan permintaan pasar, yang berarti juga harus 

mempelajari kebutuhan, keinginan, maupun pengharapan konsumen. 

                                                           
43 http://kbbi.web.id/tetap diakses tanggal 5 Mei 2020 pukul 11.29 WIB 
44 Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi “Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam” (Bandung: 

Pustaka Setia, 2014), 62 
45 https://ekonomiana.wordpress.com/tag/penetapan-harga/ diakses tanggal 10 Mei 2020 pukul 

15.34 WIB 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penetapan harga 

merupakan  sebuah perbuatan yang dilakukan sepihak oleh produsen 

untuk menjual produknya kepada masyarakat sesuai dengan harga yang 

telah ditentukan. 

Dalam Islam ditemukan perbedaan pengertian terhadap tas’ir, 

sebab beberapa ulama fiqh sependapat menjelaskan bahwa ketentuan 

penetapan harga tidak dijumpai dalam Al-Qur’an. Dan berdasarkan 

ketentuan tas’ir jabari ditemukan dalam hadits Rasulluwah SAW, yang 

diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik dalam riwayat itu disebutkan : 

ابانُاعَوَناا بََنَََاعَمَرُوا ااَحا احُْيَادٍاواَثََباتٍاواَقَ تَادَةشاعَنا بََنَََاحََّْادُابانُاسَلَمَةُاعَنا مُااَحا اعَاصا طٍاعَنا
اانََسٍاقاَلاَ اوَسَلَّماَ: اصَلَیااللََُّّاعَلَياها االنَّبای ا دا اعَلَیاعَها عارُ االس ا اعَلََ االقَاباضُا: االْاَلاقُ االلَََّّاهُوَ اانَّ

عارُاوَااا ُسا
طُاالرَّزاقُاالم هُامٍاالابَاسا تُ نَااايََّ ظَالَمَةااظلََما ناکُمايَطالَبَنایابِا دٌاما اوَليَاسَااَحا االقایارَبای ا اانَا ن ایاارَاجُوا

اوَلَمَالاٍ
Artinya: “Amr bin Aun mengabarkan kepada kami dari Ashim, 

Hammad bin Salamah mengambarkan kepada kami dari Humaid, Tsabit 

dan Qatadah, dari Anas dia berkata, “Pada zaman Rasulullah SAW, 

harga- harga (barang) naik. Orangorang berkata, wahai Rasulullah, harga 

barang melambung tinggi, oleh karena itu tetapkanlah harga (barang) 

untuk kami, Rasulullah bersabda, Sesungguhnya Allah adalah Sang 

Pencipta, Penggenggam, Pembentang rezeki,Pemberi rezeki, dan Penetap 

harga. Aku berharap bertemu dengan Tuhanku dan tidak ada seorangpun 

dari kalian yang menuntut perbuatan zalim yang pernah aku lakukan 

kepadanya, baik berupa darah maupun harta.”46 

 
Menurut sebagian ulama, tas’ir berlewanan dengan nash-nash yang 

terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist. Karena, tas’ir dapat diartikan 

sebagai pemaksaan kepada penjual atau pembeli untuk menjual-belikan 

                                                           
46 Imam ad-Darimi, Sunan Ad- Darimi, diterjemahkan oleh Ahmad Hotib dan Fathurrahman 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 577-567 
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barang/suatu prodak dengan harga tertentu. Ini merupakan menyalahi hak 

kepemilikan seseorang, sebab kepemilikan itu merupakan mempunyai 

kekuasaan atas harta miliknya. Oleh sebab itu, seseorang memiliki hak 

untuk menjual barangnya dengan harga yang mereka kehendaki. 

Pematokan harga sudah pasti akan merintangi atau merampas sebagian 

kuasa seseorang atas hartanya dalam kepemilikan benda tersebut.47 

Menurut Ibnu Qudamah berdasarkan  hadist diatas 

menyampaikan dua dasar tidak diperbolehkan menetapkan harga yakni : 

(1) Rasulullah SAW tidak pernah menentukan harga, walaupun penduduk 

menghendakinya, apabila diizinkan Rasulullah akan melakukannya. (2) 

Menetapkan harga merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang tidak 

diperbolehkan. Hal ini bersangkutan dengan hak milik seseorang, dan 

setiap orang mempunyai hak untuk menjual dengan harga berapa pun, 

asal disepakati dengan pembelinya.48 

Adiwarman A Karim mengambil dari Ibnu Taymiyyah yang 

menerangkan maksud hadis perihal penolakan pengaturan harga di atas, 

bahwasannya kasus tersebut merupakan kasus khusus dan bukan kasus 

umum. Menurutnya, harga naik dikarenakan kekuatan pasar, bukan 

disebabkan ketidaksempurnaan pasar tersebut. 49  Hadist tersebut 

menyebutkan bagwasannya Rasulullah SAW tidak ikut campur tangan 

dalam masalah pengaturan harga-harga barang yang di jual. Namun, 

                                                           
47 Ibid, 383 
48 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam  (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), Cetakan Ke-V, 225. 
49 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Mikro (Jakarta : IIIT Indonesia, 

2002),30 
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kenaikan harga tersebut disebabkan oleh kondisi objektif pasar di 

Madinah, bukan karena kecurangan yang diperbuat oleh sekelompok 

masyarakat guna memburu keuntungan saja. Ketika itu, pasar Madinah 

kekurangan supply impor atau karena menurunnya produksi. Hal tersebut 

terjadi bukan karena adanya pedagang yang sengaja menimbun barang di 

pasaran.50 

Jadi tas’ir merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh 

pemerintah kepada pelaku pasar supaya tidak menjual barang-barang 

kecuali dengan harga tertentu. Larangan tersebut dibentuk untuk 

kemaslahatan masyarakat. 

Akan tetapi tidak langsung penetapan harga dilarang, rukhshah 

penetapan harga dibolehkan apabila diperlukan. Hal tersebut berlaku 

apabila para pedagang bertindak semaunya dan melewati batas sehingga 

membahayakan pasar, maka wajib bagi penguasa untuk memberlakukan 

intervensi dan menetapkan harga untuk menjaga hak-hak masyarakat, 

untuk mencegah penimbunan dan menghapuskan kezaliman yang melanda 

mereka yang disebabkan oleh keserakahan para pedagang yang curang.51 

Nilai-nilai syariat menganjurkan seorang muslim mempraktikkan 

konsep tas’ir dalam kehidupan ekonomi, menentukan harga sepadan 

dengan nilai yang termuat dalam barang-barang yang dijadikan objek 

transaksi, serta dapat dicapai oleh masyarakat. Semestinya, konsep ini 

                                                           
50 Nur Chamid Jejak-Jejak Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010),  

236 
51 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, dterjemahkan oleh Muhajahidin Muhayan (Jakarta: PT. Pena Pundi 

Aksara), 80-81 
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dipraktikkan dalam setiap kondisi ekonomi, tidak hanya karena terpaksa 

dalam suatu kondisi ekonomi yang sedang mengalami krisis atau  pun 

paceklik. Dengan adanya tas’ir, maka akan melenyapkan beban ekonomi 

yang barang kali tidak dapat dilampaui oleh masyarakat, menghapuskan 

praktik penipuan, juga menjadikan ekonomi dapat berlangsung dengan 

mudah dan penuh dengan rasa suka rela.52 

Pada masa Khulafah Rasyiddin, para Khalifah pernah melakukan 

intervensi pasar, baik berdasarkan supply ataupun demend. Seperti 

intervensi yang dilakukan oleh Umar Ibnu Khatab untuk mengendalikan 

harga gandum di Madina maka, baliau mengimpor gandum dari Mesir. 

Intervensi ini dilakukan berdasarkan supply atau pengaturan jumlah 

barang yang ditawarkan. Sedangkan intervensi berdasarkan demend 

diwujudkan dengan menerapkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari 

sifat konsumtif. Pengawasan pasar (hisbah) juga merupakan suatu hal 

yang diperlukannya adanya intervensi pasar. Said Ibnu Zaid Ibnu Ash 

ditunjuk oleh Rasulullah sebagai kepala pengawas pasar di pusat pasar 

Mekah.53 

Perkara fluktuasi harga baik cenderung naik ataupun turun ialah 

suatu bentuk sunnatullah dalam perekonomian menurut hukum 

penawaran (supply) dan permintaan (demand). Syariat mengizinkan hal 

itu selama norma dan nilai-nilai moral tidak dilanggar dan tidak ada 

                                                           
52 Abdul Sami’ Al Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, terj Dimyauddin Djuwaini, (Jogyakarta : 

Pustaka Pelajar), 95 
53 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, (Jogjakarta: Ekonisia, 2004) Cetetakan 1 32 
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tanda-tanda adanya rekayasa harga, baik oleh pemerintah, oleh pihak 

produsen, distributor ataupun konsumen.54 

Dalam hal ini adanya praktik tidak baik dalam pricing policy, 

Islam mengajarkan konsep intervensi otoritas resmi dan memberikan 

kewenangan price control kepada pemerintah untuk mengadakan 

kebijakan pengendalian harga dan mematok harga (price fixing) yang 

diketahui dalam fiqh sebagai tas’ir jabari ialah penetapan harga oleh 

pemerintah karena mempertimbangkan kemaslahan secara luas.55 

Berdasarkan Imam Taqiyuddin An-Nabhani yang dikutip oleh  

Rozalinda, tas’ir merupakan perintah penguasa atau para wakilnya atau 

siapapun yang mengatur perkara kaum muslimin kepada pelaku pasar 

supaya mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan 

harga tertentu, dan mereka tidak diperbolekkan menambah harga tersebut 

supaya mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu 

supaya  mereka tidak merugikan lainnya. Maksudnya, mereka tidak 

diperbolehkan menambah ataupun mengurangi dari harga tersebut untuk 

kemaslahatan masyarakat.56 

Berdasarkan Ibnu Taymiyyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi 

penetapan harga memiliki dua bentuk ada yang boleh dan ada yang 

haram. Tas’ir diharamkan ketika adanya kezaliman dan diperbolehkan 

                                                           
54 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 379 
55 ibid  
56  Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan 
Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 380 
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ketika semuanya itu adil.57Ibnu Taymiyyah juga menerangkan bahwa 

tas’ir merupakan kondisi yang mewajibkan pedangang untuk menjual 

barang dagangannya dengan harga mistli (harga pasar). 

Hakikatnya tas’ir merupakan keharusan para pedangang supaya 

tidak menjual maupun tidak membeli kecuali dengan harga mistli (harga 

pasar). 58  Menurut Sayyid Sabiq, tas’ir merupakan penentuan harga 

barang-barang yang akan dijual belikan tanpa menzalimi pemilik dan 

tanpa memberatkan pembeli. 59  Fathi Ad-Duraini guru besar fiqh 

Universitas Damaskus sesuai dengan yang dikutip Nasrun Haroen 

menerangkan lebih luas jangkauan tas’ir al-jabari selaras dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat. Menurut beliau, ketentuan 

pemerintah itu tidak cuma terhadap barang-barang yang digunakan dan 

dibutuhkan masyarakat. Namun, juga terhadap manfaat dan jasa pekerja 

yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya, ketika harga sewa rumah naik 

dengan mendadak dari harga pada umumnya atau harga semen naik 

dengan cara tidak wajar.60 

Menurut pengertian yang telah dipaparkan di atas, para ulama fiqh 

sependapat mengemukakan bahwa yang memiliki hak untuk menentukan 

dan menetapkan harga ialah pihak pemerintah setelah dimusyawarahkan 

                                                           
57 Zainal Arifin Dan Dahlia Husin, Norma Dan Etika Ekonomi Islam  (Jakarta: Gema Insani Press, 

2001), Cetakan. IV, 257 
58 Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 380 
59 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, terj Muhajahidin Muhayan (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara), 79 
60 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 140 
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dengan para ahli ekonomi. Dalam penentuan harga tersebut pemerintah 

harus memikirkan kemaslahatan para pedagang dan juga para konsumen. 

Berdasarkan keterangan di atas, penulis sependapat dengan 

diizinkannya tas’ir yang dilakukan oleh pemerintah dengan maksud untuk 

kemaslahatan antara pedagang dan konsumen. Saat ini pemerintah telah 

memberlakukan berbagai kebijakan berkenaan dengan penetapan harga. 

Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga maximum untuk suatu 

barang ataupun jasa yang biasanya ditentukan oleh pemerintah. 

 

4. Peranan Pemerintah dalam Menetapkan Harga.  

Menurut Islam negara mempunyai hak untuk ikut campur 

(intervensi) dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu, 

baik untuk mengontrol aktivitas tersebut ataupun untuk mengatur atau 

menjalankan berbagai macam aktivitas ekonomi yang tidak sanggup 

dikerjakan oleh setiap individu. Dalam pendapat hukum Islam, Rasullulah 

sangat menghargai harga yang terbentuk oleh pasar sebagai harga yang 

adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga seumpama terjadi 

perubahan harga sebab mekanisme pasar yang sebagaimana mestinya, 

akan tetapi pasar disini memandang perlu adanya moralitas, antara lain : 

persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.61 

                                                           
61 Veithzal Rivai Dan Antoni Nizar Usman, Islamic Economi & Finance (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama), 133 
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Dalam ekonomi Islam siapa pun dapat berbisnis, namun dilarang 

melakukan ikhtikar, ialah membali serta menahan suatu benda untuk 

dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. 62  Dalam ekonomi 

moderen ikhtikar dapat diartikan sebagai monopoli, maka dari itu 

diperbolehkan melakukan intervensi harga. Kebolehan intervensi harga 

antara lain dikarenakan :63  

a. Intervensi harga berkaitan dengan kepentingan masyarakat ialah 

menjaga penjual dalam hal tambahan laba yang tidak setara sekaligus 

menjaga pembeli dari pengurangan daya beli. 

b. ketika keadaan yang menyebabkan pentingnya intervensi harga, karena 

ketika tidak dilakukan intervensi harga, penjual akan menaikkan harga 

dengan jalan ikhtikar. Oleh sebab itu pemerintah dituntut lebih aktif 

dalam menontrol harga untuk menghindari adanya kezaliman produsen 

kepada konsumen. 

c. Pembeli umumnya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan 

penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Maksudnya, 

intervensi harga harus dilakukan secara seimbang dengan melihat 

realitas tersebut. 

Pada dasarnya, keterkaitan negara dalam kegiatan ekonomi tidak 

dibutuhkan selama pasar berlangsung dengan baik dan memperhatikan 

nilai-nilai moralitas. Sejalan dengan kemajuan zaman, aktivitas ekonomi 

                                                           
62 Adiwarman A Karim, Islamic Microeconnomics (Jakarta: Muamalat Institute, 2001), 115 
63 Moh. Bukhori Muslim, Ikhtikhar dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi , Jurnal. Volume 4, 

Nomor. 1 (jakarta: Al-Istishad, 2012), 70. 
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mengalami perkembangan. Namun, diantara perkembangannya didapati  

beberapa penyimpangan etika yang dilakukan dalam aktivitas ekonomi.64 

Otoritas pemerintah ketika melakukan pengawasan harga harus 

dirembukkan terlebih dahulu dengan penduduk yang mempunyai 

kepentingan. Perihal ini, Ibnu Taymiyyah menerangkan sebuah metode 

yang dikemukakan pendahulunya, Ibnu Habib bahwa pemerintah harus 

mengadakan diskusi dengan para tokoh perwakilan dan pasar. Dalam 

kitabnya Al-Hisbah, penetapan harga harus dibutuhkan untuk menahan 

manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok 

tertentu dengan harga yang ditentukan sesuai kemauan mereka.65 

Demikaian beberapa bentuk intervensi harga yang dikemukakan 

oleh pemerintah berbentuk perundang-undangan dan peraturan 

pemerintah, di antaranya :66 

a. Pemerintah terkadang menentukan suatu harga minimum (price floor) 

yang memiliki tujuan untuk menjaga produsen. Dalam melaksanakan 

intervensi ini, pemerintah harus memperhatikan dengan baik 

mekanisme penawaran dan permintaan pasar. 

b. Penentuan harga atau upah maksimum (price ceiling) yang memiliki 

tujuan untuk menjaga konsumen. Dalam membuat regulasi, 

                                                           
64 Adiwarman A Karim, Islamic Microeconnomics (Jakarta: Muamalat Institute, 2001), 115 
65 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer (Jakarta: 

Pustaka Asatrus), 175 
66  Rozalinda,  Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan 
Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 158-159 
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pemerintah harus menganut kaidah-kaidah hukum pasar ialah hukum 

permintaan dan penawaran. 

c. Price fixing, terkadang pemerintah menentukan harga untuk jenis 

barang tertentu. Permintaan pada umumnya tidak dapat dikuasai oleh 

regulator. 

Campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki 

beberapa tujuan penting, diantaranya :67 

a. Mengawasi supaya eksternalitas 68  aktivitas ekonomi yang dapat 

merugikan atau berakibat buruk dapat dihindari. 

b. Pengadaan barang publik yang cukup sehingga masyarakat mampu 

mendapatkan barang tersebut secara mudah dengan biaya yang murah. 

c. Mengamati aktivitas-aktivitas perusahaan, terutama 

perusahaan-perusahaan yang besar yang mampu mempengaruhi pasar, 

supaya mereka tidak memiliki otoritas monopoli yang merugiakan 

masyarakat ramai. 

d. Menjamin supaya aktivitas ekonomi yang dilangsungkan tidak 

mengakibatkan penindaasan dan ketidakseimbangan di dalam 

masyarakat. 

e. Memastikan supaya perkembangan ekonomi dapat diwujudkan dengan 

efisien. 

                                                           
67http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/3~PMK.02~2015Per.PDF diakses pada tanggal 10 

Mei 2020  Pukul 16.00 WIB 
68  Eksternalitas ialah dampak yang diberikan akibat aktivitas ekonomi kepada suatu pihak. 

Eternalitas biasa digunakan ketika munculnya dampak negatif dari sebuah aktivitas ekonomi.  
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Dengan demikian negara tidak usah ragu untuk melaksanakan 

intervensi saat terjadi ketidakadilan di masyarakat, namun intervensi 

tersebut dilarang dilakukan dengan cara semena-mena, apabila itu terjadi 

akan mengakibatkan ketidakadilan pula. 

 

B. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran 

serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor 

Pertanian Tahun Anggaran 2016  

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke 

Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani melalui Penyalur di Lini IV 

dilaksanakan sejalan dengan ketetapan Peraturan Menteri Perdagangan 

terkait Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian 

yang berlaku.69  

Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian oleh 

distributor di Lini IV ke Petani/Petambakdan/atau Kelompok Tani diatur 

sebagai berikut :70 

1. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi oleh distributor di Lini IV ke 

Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilangsungkan sejalan dengan 

ketetapan Peraturan Menteri Perdagangan terkait Pengadaan dan 

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan 

                                                           
69 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan Dan Penyaluran Serta 

Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun 

Anggaran 2016, pasal 8, ayat 1  
70 Ibid, ayat 2. 
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dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian terhadap Petani/ 

Petambak dan/atau Kelompok Tani.  

2. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi seperti yang dimaksud pada huruf a 

memerhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani 

dalam RDKK dan alokasi di masing-masing wilayah.  

Untuk kelancaran pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke 

Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani, Dinas Pertanian Perkebunan dan 

Peternakan berkoordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 

Penyuluhan untuk melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, selaku dasar 

pertimbangan dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi yang 

ditentukan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo.71 

Dalam pelaksanaan Subsidi Pupuk ditributor di Lini III, dan distributor 

di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi ketika diperlukan 

Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya 

sesuai ketetapan yang berlangsung.72 

Untuk menjamin ketersediaan Pupuk, Pelaksana Subsidi Pupuk wajib 

berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten 

Sidoarjo dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM 

Kabupaten Sidoarjo sejalan dengan ketetapan yang berlangsung.73 

                                                           
71 Ibid, pasal 8, ayat 3 
72 Ibid, pasal 9, ayat 1 
73 Ibid, pasal 9, ayat 2 
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Distriburor di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi 

sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).74 Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 

Bersubsidi ditentukan sebagai berikut : 

1. Pupuk Urea : Rp. 1.800,-/kg;  

2. Pupuk SP-36 : Rp. 2.000,-/kg;  

3. Pupuk ZA : Rp. 1.400,-/kg;  

4. Pupuk NPK : Rp. 2.300,-/kg;  

5. Pupuk Organik : Rp. 500,-/kg.75  

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi itu berlaku untuk 

pembelian oleh Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani di Lini IV secara 

tunai dalam kemasan sebagai berikut :76  

1. Pupuk Urea : 50 Kg;  

2. Pupuk SP-36 : 50 Kg;  

3. Pupuk ZA : 50 Kg;  

4. Pupuk NPK : 50 Kg;  

5. Pupuk Organik : 40 Kg.  

Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

harus dikasih label berwarna merah, mudah dibaca dan tidak gampang 

hilang/terhapus, yang bertuliskan :77   

 

                                                           
74 Ibid, pasal 10, ayat 1 
75 Ibid, pasal 10, ayat 2 
76 Ibid, pasal 10, ayat 3 
77 Ibid, pasal 11, ayat 1 
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“Pupuk Bersubsidi Pemerintah” 

    Barang Dalam Pengawasan  

Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna 

merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).78 

                                                           
78 Ibid, pasal 11, ayat 2 
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BAB III 

 HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Umum Desa Kedungkembar dalam Penerapan Harga Eceran 

Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi  

Gambaran umum ini menjelaskan kondisi desa Kedungkembar yang 

dijadikan tempat penelitian tentang penerapan harga eceran tertinggi (HET) 

pupuk bersubsidi. Desa Kedungkembar adalah salah satu desa yang 

berkedudukan di Kecamatan Prambon. Secara umum karakteristik wilayah 

Desa Kedungkembar dapat dilihat melalui aspek fisik yang mencakup letak, 

luas, demografi, kondisi pendidikan dan juga kondisi ekonomi.79 

 

1. Letak  

Desa Kedungkembar adalah Desa yang berkedudukan di 

Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang secara administratif 

perbatasan Desa Kedungkembar ialah sebagai berikut: 

Di Sisi Utara     : Desa Cangkring Turi  

Di Sisi Selatan : Desa Pejangkungan 

Di Sisi Barat  : Desa Kedungsugo 

Di Sisi Timur  : Desa Jati Alun-Alun 

 

 

                                                           
79 Dokumen Kantor Kelurahan Desa Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo 

2019. 
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2. Luas 

Luas wilayah Desa Kedungkembar Kecamatan Prambon 

Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan ialah ± 191,394 Ha. Yang 

terhampar dari arah barat ke timur dan juga selatan ke utara dengan 

sebagian besar terdiri dari pemukiman, persawahan, dan pemakaman 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Luas Pemukiman : 47,177 Ha. 

b. Luas Persawahan : 143,150 Ha. 

c. Luas Pemakaman : 1,067 Ha.  

 

Dalam hal ini di Desa Kedungkembar Kecamatan Prambon 

Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 3 (tiga) dusun, yaitu:80 

a. Dusun Kembar 

b. Dusun Glonggong 

c. Dusun Sigit 

Desa Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo 

juga terdiri dari 3 RW (Rukun Warga) dan 14 RT (Rukun Tetangga) yang 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. RW 01 terdiri dari 6 RT 

b. RW 02 terdiri dari 4 RT 

c. RW 03 terdiri dari 4 RT 

                                                           
80 Dokumen Kantor Kelurahan Desa Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo 

2019. 
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Adapun letak persawahan terbagi di setiap Dusun di Setiap Desa 

Kedungkembar, begitu pula dengan letak pemakaman yang tebagi di 

setiap Dusun di Desa Kedungkembar.81 

3. Demografi (Data Kependudukan Desa) 

Sumber daya manusia yang tersedia dapat diketahui dari data 

jumlah penduduk, baik berdasarkan golongan umur, tingkat pendidikan, 

ataupun mata pencarian. Jumlah penduduk di Desa Kedungkembar pada 

tahun 2019 ialah sebanyak 3.205 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.640 

jiwa dan perempuan 1.565 jiwa.  

4. Kondisi Ekonomi 

Dalam usaha mencukupi keperluan hidup sehari-hari, masyarakat 

di Desa Kedungkembar mempunyai bermacam-macam bidang pekerjaan 

yang sesuai dengan bakat dan keahlian masing-masing. Pada umumnya, 

masyarakat pada pedesaan mayoritas bekerja pada sektor pertanian dan 

juga buruh pabrik atau swasta. Berdasarkan pekerjaan masyarakat 

tingkat pendapatan rata-rata penduduk di Desa Kedungkembar 

Kecamatan Pramabon Kabupaten Sidoarjo adalah ± Rp. 

3.500.000-,/bulan.82  

Dengan melihat keterangan diatas maka tingkat perekonomian di 

Desa Kedungkembar ialah terhitung cukup untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari masing-masing penduduk. Memanglah benar bahwa 

                                                           
81 ibid 
82 Sugeng, Wawancara, Kedungkembar Prambon Sidoarjo 18 September 2019.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46 

 

 

 

mayoritas penduduk di Desa Kedungkembar merupakan para buruh 

pabrik atau swasta yang penghasilannya bisa dikatakan cukup untuk 

mencukupi keperluan sehari-hari mereka. Namun, walaupun begitu 

berdasarkan laporan mata pencarihan penduduk di Desa Kedungkembar 

juga masih banyak penduduk yang mempunyai mata pencariahan sebagai 

petani dan buruh tani.  

Dikarenakan masih banyaknya penduduk yang mempunyai mata 

pencarian sebagai petani, sehingga pera petani sangatlah memerlukan 

pupuk-pupuk untuk menunjang pertumbuhan tanaman mereka. Karena 

pupuk harganya cukup mahal, maka dengan adanya pupuk subsidi akan 

dapat membantu penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani 

untuk menjangkau harga pupuk yang mahal dengan harga yang lebih 

murah. Dan dengan diawali dengan adanya RDKK (Rencana Definitif 

Kebutuhan Kelompok) maka terjadilah transaksi jual beli pupuk 

bersubsidi berdasarkan data RDKK dengan harga maksimum yang sudah 

ditentukan oleh Pemerintah daerah.  

 

5. Kondisi Pendidikan 

Ditinjau dari pendidikan masyarakat di Desa Kedungkembar bisa 

dikatakan sangatlah baik, hal ini dapat dilihat dari kondisi penduduk dan 

sarana-prasarana pendidikan yang ada di Desa Kedungkembar. Secara 

umum semua penduduk di Desa Kedungkembar pernah merasakan dunia 

pendidikan, terlihat bahwa semua anak-anak yang masih usia sekolah 
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memperoleh pendidikan sesuai dengan tingkat umurnya. Di dalam 

menunjang kegiatan pendidikan Desa Kedungkembar  memiliki 

beberapa sarana pendidikan diantaranya:83 

No. Jenjang Jumlah 

1 Kelompok Bermain (PAUD) 2 

2 Taman Kanak-Kanak (TK) 1 

3 Raden Rahmat (RA) 1 

4 Sekolah Dasar (SD) 1 

5 Madarasah Ibtida’iyah (MI) 1 

Tabel 1. Akses Pendidikan 

Walaupun di Desa Kedungkembar tidak memiliki sarana pendidikan 

dalam tingkat SMP dan SMA anak-anak di Desa Kedungkembar hampir 

semua merupakan tamatan SMA/SMK. Ini terbukti dengan banyaknya 

mata pencarian penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

mereka di mana sebagai seorang buruh pabrik atau swasta penduduk 

minimal harus memiliki pendidikan tingkat SMA/SMK. Dan sebagaian 

besar dari warga merupakan petani.   

 

 

 

                                                           
83 Dokumen Kantor Kelurahan Desa Kedungkembar Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo 

2019. 
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B. Penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi di Desa 

Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo. 

 

1. Pengertian pupuk bersubsidi 

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang di subsidi oleh pemerintah 

yang di peruntukkan kepada petani, dan barang tersebut bukanlah barang 

dagangan melainkan barang dalam pengawasan.84 

 

2. Macam-macam pupuk bersbsidi 

a. Urea  

b. ZA 

c. Phonska NPK 

d. SP-36 

e. Organik 85 

Yang paling sering digunakan oleh petani adalah pupuk urea, ZA, 

Phonska NPK, dan SP-36. Sehingga kios hanya menyetok pupuk yang 

dibutuhkan oleh petani sesuai dengan RDKK (Rencana Definitif 

Kebutuhan Kelompok) 

 

3. Proses pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi 

Proses pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi diawali dengan 

pembentukan kelompok tani. Kemudian kelompok tani mendata 

kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh setiap anggota kelompok di 

                                                           
84 Bapak Cipto, Wawancara, Kedungkembar Prambon Sidoarjo, 14 Juli 2019.  
85 Ibid  
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bantu dengan penyuluh pendamping berupa proposal RDKK. Proposal 

diajukan kepada distributor. Distributor mendekati kios-kios yang telah 

ditunjuk dan berkoordinasi dengan Distan untuk menyalurkan pupuk 

subsidi kepada petani. Kemudian kios menjual langsung ke petani.86 

 

4. Akad (Transaksi) 

Akad disini merupakan ungkapan jual beli pupuk bersubsidi antara 

kios dengan petani. Dimana mereka menentukan kesepakatan harga 

pupuk bersubsidi yang mereka akan beli. Kesepakatan itu ditentukan 

antara petani pemilik kios dan juga ada PPL (Petugas Penyuluh 

Lapangan) sehingga terbentuklah harga di lapangan.87 

 

5. Pendapat masyarakat terhadap jual beli pupuk bersubsidi 

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang telah di peroleh 

adalah mengenei pendapat-pendapat masyarakat atau para petani 

setempat tentang penerapan harga eceran tertinggi (HET) dalam jual beli 

pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan yang mengacu pada Peraturan 

Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2015 tentang kebutuhan dan 

penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi  untuk 

Sektor Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016 di Desa 

Kedungkembar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.  

Dalam hal memilih jual beli Pupuk bersubsidi ini sebagian besar 

dikarenakan mahalnya harga pupuk non-susidi mahal dari pada yang 

                                                           
86 Bapak Cipto, Wawancara, Kedungkembar Prombon Sidoarjo, 14 Juli 2019.  
87 Ibid  
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bersubsidi serta kebutuhan pupuk sangatlah penting bagi para petani 

dalam menunjang pertumbuhan tanaman pertanian para peteni. Sehingga 

para petani lebih memilih membeli pupuk yang bersubsidi dari pada yang 

non subsidi. 

Menurut seorang warga, mengungkapkan bahwa harga pupuk urea 

bersubsidi adalah Rp. 95.000,- /50 Kg, harga pupuk NPK Phonska 

bersubsidi adalah Rp. 125.000,- /50 Kg, harga pupuk ZA bersubsidi 

adalah Rp. 85.000,- /50 Kg, harga pupuk SP-36 bersubsidi adalah Rp. 

115.000,-.88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam wawancara kepada bapak Wirdi menuturkan,bahwasannya 

harga pupuk bersubsidi tidak terlalu mahal di bandingkan harga pupuk 

non-subsidi yang berdasarkan penuturannya rata-rata diatas Rp. 

200.000,-. Berdasarkan penurutan beliau ketika ada petani luar atau 

petani dari desa lain yang tidak masuk dalam alokasi tempat kios yang 

                                                           
88 Irkham, Wawancara, Kedungkembar Prambon Sidoarjo, 13 September 2019.  

Pupuk Harg per karung 

Urea Rp. 95.000,- 

Pupuk SP-36 Rp. 115.000,- 

Pupuk ZA Rp. 85.000,- 

Pupuk NPK Rp. 125.000,- 

Harga Eceran Tertingi (HET)  Lapangan   
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di tunjuk ketika membeli pupuk bersusidi di kios tersebut maka 

harganya akan lebih mahal dari pada harga yang diberikan kepada para 

petani yang masuk dalam data alokasi di kios yang ditunjuk. Hal ini juga 

pernah dialami beliau ketika di kios yang biasa beliau membeli pupuk 

stoknya belum ada atau keterlambatan dalam pengiriman barang dan di 

waktu beliau harus melakukan pemupukan, sehingga beliau harus 

mencari pupuk di kios lain.89 

Wawancara sealnjutnya dilakukan kepaa ibu marliah yang 

menuturkan, harga pupuk bersubsidi pernah labih murah dari pada yang 

sekarang namun barang sering tidak ada dikarenakan keterlambatan 

pengiriman dan juga pemakaiannya dibatasi sesuai dengan himbauan 

yang dari penyuluhan. Namun sekarang tidaklah lagi, menurut beliau 

petani sudah tidak dibatasi dalam pemakaiannya. Sehingga petani 

membeli pupuk sesuai kebutuhan yang petani perkirakan. Dan menurut 

beliau sudah tidah ada lagi keterlambatan dalam pengiriman. Walau 

harganya sedikit mahalpun tidak apa-apa asala barang di kios ada 

sehingga petani tidak perlu mencari di kios lain yang pastinya akan lebih 

mahal daripada di kios yang petani biasa tuju.90 

wawancara yang ke tiga kepada bapak suep dimana beliau 

menuturkan,bahwasannya pengadaan pupuk ini telah disosialisasikan dan 

sosialisasi pupuk bersubsidi dilakukan di kecamatan, dengan 

mengundang perwakilan kelompok tani, distributor yang ditinjuk atau 

                                                           
89 Wirdi, Wawancara, Kedungkembar Prambon Sidoarjo, 13 September 2019.  
90 Marliah, Wawancara, Kedungkembar Prambon Sidoarjo, 13 September 2019.  
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kios yang ditinjuk dan pejabat-pejabat lainnya. Dan menurut beliau juga 

telah di bahas tentang harga-harga pupuk barsubsidi. Numun karena kios 

juga mengeluarkan modal dan membutuhkan untung, maka disepakatilah 

harga pupuk dari kios ke petani. Walaupun pemerintah telah menetukan 

harga maximum.91 

Berdasarkan wawancara dengan bapak satuin, penyuluhan tidak 

hanya di kecamatan saja, namun juga dilanjutkan kepda desa dan juga ke 

kios-kios oleh PPL (petugas penyuluh lapangan). Berdasarkan penuturan 

beliau setiap tahun dilakukan penyuluhan penetapan harga pupuk 

bersubsidi. Dan membuat proposal permintaan pupuk bersubsidi dalam 

bentuk RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok) berdasarkan data 

yang telah dikumpulkan oleh petugas atau seseorang yang ditunjuk oleh 

desa di setiap dusun di Desa Kedingkembar. Dan dalam penentuan harga 

pupuk bersubsidi juga mengikut sertakan petani, pemilik kios, dan juga 

termasuk PPL yang dilakukan di Kecamatan. Sehingga satu Kecamatan 

Prambon harus mengikuti harga yang telah di sepakati tidak boleh lebih 

dari yang telah disepakati, kalaupun ada maka masyarakat boleh lapor 

kepada pengawas di Kecamatan. Untuk masalah keterlambatan pupuk 

pernah terjadi, dan itu juga pernah di pertanyaka oleh masyaraka ke 

petugas pengawas yang ada di Kecematan. Yang menurutnya, 

berdasarkan penuturan petugas memang terjadi penundaan sementara 

dalam pengiriman karena diketahui adanya oknum yang ketahuan 

                                                           
91 Suep, Wawancara, Kedungkembar Prambon Sidoarjo, 16 September 2019.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53 

 

 

 

menimbun pupuk bersubsidi, sehinggga berimbas terhadap keterlambatan 

dalam pengiriman pupuk di daerah Sidoarjo pada kala itu.92 

Berdasarkan penuturan salah satu pemilik kios ketika tengah 

melakukan wawancara, pupuk didapatkan dengan cara membeli pupuk 

tersebut dari PT yang ditunjuk yaitu PT. Kaltim dan PT. Petrosida. Kios 

membeli pupuk tersebut berdasarkan RDKK yang telah di bentuk.93Dan 

berdasarkan ibu tani raya, harga pupuk bersubsidi  pupuk Urea: Rp. 

90.000,-, pupuk SP-36: Rp. 100.000,-, pupuk ZA: Rp. 70.000,-, pupuk 

NPK: Rp. 115.000,-.94 

 

                                                           
92 Satuin, Wawancara, Kedungkembar Prambon Sidoarjo, 16 September 2019.  
93 Bapak cipto, Wawancara, Kedungkembar Prombon Sidoarjo, 14 Juli 2019.  
94 Ibu elis, Wawancara, Jedong Cangkring, 3 September 2020.  

Pupuk Harga per Kg Harg per karung 

Urea Rp. 1.800,- Rp. 90.000,- 

Pupuk SP-36 Rp. 2.000,- Rp. 100.000,- 

Pupuk ZA Rp. 1.400,- Rp. 70.000,- 

Pupuk NPK Rp. 2.300,- Rp. 115.000,- 

Harga Eceran Tertingi (HET)  
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Ketika sedang mwawancarai bapak Nan yang juga selaku salah 

satu pemilik kios, katika ia menjual dengan harga eceran tertinggi beliau 

akan mendapatkan untung sebesar Rp. 3.450,-/karungnya dari harga 

kulakan pupuk tersebut dari distributor.95 

                                                           
95 Djasnan, wawancara, Sidoarjo 3 september 2020.  

Pupuk Harga per Kg Harg per karung 

Urea Rp. 1.731,- Rp. 86.550,- 

Pupuk SP-36 Rp. 1.931,- Rp. 96.550,- 

Pupuk ZA Rp. 1.331,- Rp. 66. 550,- 

Pupuk NPK Rp. 2.231,- Rp. 111.550,- 

Harga beli distributor 
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BAB IV 

ANALISIS PENERAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK 

BERSUBSIDI  DI DESA KEDUNGKEMBAR KEC PRAMBON KAB 

SIDOARJO. 

 

 

 

A. Analisis Penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi di Desa 

Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2015. 

Pupuk bersubsidi ialah barang dalam pengawasan yang pengadaan 

dan pendistribusiannya memperoleh subsidi dari pemerintah untuk keperluan 

kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian mencakupi pupuk urea, 

pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya 

yang ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang pertanian. 96  Karena pupuk bersubsidi ialah barang dalam 

pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya memperoleh subsidi dari 

pemerintah untuk keperluan petani, maka pendistribusian dan harga 

penjualannya juga memperoleh pengawasan dari pemerintah.  

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke 

petani/petambak dan/atau kelompok tani melalui distributor di Lini IV 

dilakukan sesuai dengan ketetapan Peraturan Menteri Perdagangan terkait 

                                                           
96 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-Dag/Per/6/2011 Tentang 

Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 
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Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang 

berlangsung.97 

Dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, distributor 

menentukan perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pengecer setelah 

memperoleh persetujuan dari produsen dengan wilayah tanggung jawab 

pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan/Desa tertentu berdasarkan 

SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli). Pengecer yang ditunjuk oleh distributor 

harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:98 

1. Pengecer bisa berbentuk usaha perseorangan, kelompok tani, dan badan 

usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP); 

2. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum; 

3. Mempunyai pengurus yang aktif melangsungkan aktivitas usaha atau 

mengelola perusahaannya; 

4. Mempunyai atau menguasai sarana untuk pendistribusian Pupuk 

Bersubsidi untuk menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di 

wilayah tanggung jawabnya masing-masing; dan  

5. Memiliki permodalan yang cukup.  

                                                           
97 Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2015, pasal 8 ayat 1 
98 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-Dag/Per/6/2011, pasal 11 

ayat 1 dan 2.  
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Pengecer wajib melaksanakan pendistribusian pupuk bersubsidi sesuai 

dengan prinsip 6 (enam) tepat, yakni tepat jenis, jumlah, harga, tempat, 

waktu, dan mutu di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani sesuai 

dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). 99  Tugas dan 

tanggung jawab Pengecer ialah sebagai berikut:  

1. Pengecer bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi 

yang diterimanya dari distributor kepada kelompok tani/petani;  

2. Pengecer bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi selaras 

dengan peruntukannya;  

3. Pengecer bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis 

pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk mencukupi 

keperluan selaras dengan ketentuan yang ditetapkan oleh distributor;  

4. Pengecer melaksanakan sendiri aktivitas pendistribusian pupuk bersubsidi 

hanya kepada kelompok tani/petani sebagai konsumen akhir selaras 

dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya; 

5. Pengecer menjual secara tunai pupuk bersubsidi selaras dengan HET yang 

berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan 

barang di Lini IV / kios pengecer; 

6. Pengecer wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter 

sebagai pengecer resmi dari distributor yang ditunjuk oleh produsen; dan 

                                                           
99 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-Dag/Per/6/2011, pasal 11 

ayat 4.  
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7. Pengecer wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.100  

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi pendistribusian di 

Lini IV (pengecer resmi) yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada 

petani berdasarkan RDKK sesuai Peraturan Menteri Perdagangan terkait 

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dengan 

HET yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian terkait Alokasi dan 

HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.101 

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2015, sebagai 

berikut:102  

 

                                                           
100 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-Dag/Per/6/2011, pasal 11 

ayat 5.  
101 Derektorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Pedoman Teknis 
Pelaksanaan Penyediaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ta 2019, 33. 
102 Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2015, pasal 10 

Pupuk Harga per Kg Harga per ZAK 

Urea Rp. 1.800,- Rp. 90.000,-(@50 Kg) 

Pupuk SP-36 Rp. 2.000,- Rp. 100.000,-(@50 Kg) 

Pupuk ZA Rp. 1.400,- Rp. 70.000,-(@50 Kg) 

Pupuk NPK Rp. 2.300,- Rp. 115.000,-(@50 Kg) 

ORGANIK Rp. 500,- Rp. 20.000,- (@40 Kg) 
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HET pupuk bersubsidi tersebut berlaku untuk pembelian oleh petani 

di Lini IV (pengecer resmi) secara tunai dalam kemasan 50 Kg untuk pupuk 

Urea, SP36, ZA dan NPK serta dalam kemasan 40 Kg untuk pupuk 

organik.103 

Penerapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di desa 

Kedungkembar oleh toko cipto atau bertindak selaku Lini IV/pengecer 

sebagai distributor kepada petani dilakukan dengan cara jual beli 

berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Untuk 

mencukupi keperluan petani, toko yang bertindak sebagai Lini IV 

diwajibkan untuk selalu menyediakan atau dituntut akan ketersediaan pupuk 

ketika petani memerlukan. Untuk menjamin ketersediaan pupuk tersebut 

toko membeli pupuk kepada distributor tingkat III. 

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada BAB III, pelaksanaan 

penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) tehadap jual beli pupuk bersubsidi 

di desa Kedungkembar belum sesuai dengan Perbup Nomor 63 Tahun 2015 

Tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) 

Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sidoarjo Tahun 

Anggaran 2016. Berkaitan dengan harga pupuk bersubsidi penyalur Lini IV, 

dalam masalah ini adalah toko cipto telah menjelaskan kepada para petani 

terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Kemudian 

terjadilah musyawarah kesepakatan harga antara kios denga petani. 

Miskipun kesepakatan terdapat dari kedua belah pihak, tetaplah toko cipto 

                                                           
103 Derektorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, 34 
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menyalahi aturan karena pihak kios tidak menjual sesuai dengan peraturan 

yang tertera pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2015. Dan 

juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 

17/M-DAG/PER/6/2011 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk 

Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian pasal 12 ayat 4 yang berbunyi Pengecer 

wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di 

gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET.  

 

B. Analisis Fiqh Mu‘a>malah terhadap Penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) 

Pupuk Bersubsidi di Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo. 

Berdagang atau berniaga merupakan salah satu pekerjaan yang terpuji 

dan yang disarankan oleh Rasullullah SAW., sehingga berdagang banyak 

dipilih sebagai pekerjaan oleh sebagian banyak orang, baik itu di skala yang 

besar ataupun di skala yang kecil. Kegiatan berdagang dapat terjadi 

dimanapun dan kapanpun dan tidak juga ditentukan oleh satu pihak atau satu 

badan. Macam-macam pedagang juga ada berbagai jenis, mulai dari 

pedagang besar, pedagang grosiran, pedagang eceran, pedagang kaki lima, 

pedagang asongan dan lain-lain. Pedagang-pedagang juga tersebar di 

berbagai tempat, ada yang di toko, ada yang di kedai ada yang di jalanan, 

ada pula yang membawa dagangannya kesana-kesini.  

Di desa Kedungkembar banyak jenis pedagang, salah satunya yakni 

pedagang pupuk. Barang yang dijual oleh pedagang pupuk tesebut antara 

lain pupuk bersubsidi, pupuk non-subsidi, dan juga obat-obatan untuk 
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keperluan pertanian. Dalam hukum Islam, Al-Qur'an tidak memperkenankan 

jalan untuk  mendapatkan kekayaan yang menyebabkan kerugaian di salah 

satu pihak dan keuntungan di pihak yang lain, atau apabila pendapatan 

seseorang mengorbankan kemaslahatan masyarakat secara umum. Satu 

konsep yang dibetulkan dalam Islam ialah konsep antardin atau suka sama 

suka dalam hal ini perdagangan dipandang selaras apabila bisa saling 

menguntungkan,  perdagangan suka sama suka, yakni perdagangan yang 

sama-sama menguntungkan baik untuk penjual maupun pembeli. Islam 

sangat menyarankan kepada para umat untuk mendapatkan rezeki dengan 

jalan yang halal dan baik. Sebagaimana Allah SWT  telah berfirman dalam 

Q.S An-Nisa’ ayat 29 : 

انَاتَکُونَاتِاَارةًَاعَناتَ راَضٍا ااالَّ يََي ُّهَااالَّذاينَاآمَنُواالَتََکُلُوآااموَالَکُمابيَنَکُمابالبَاطالا
 م انکُم.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka-sama suka 

di antara kamu,”104 

 

Ayat di atas menerangkan terkait larangan mendapatkan harta dengan cara 

yang batil. Tafsir ayat di atas berdasarkan Quraish Shihab ditegaskan 

sebagai berikut: 

Hai orang yang beriman, janganlah engkau memakan yaitu 

mendapatkan harta yang menjadi sarana kehidupanmu, di antara kamu 

dengan cara yang batil, yaitu yang dilarang oleh syariat, namun sebaiknya 

kamu mendapat harta tersebut dengan cara perdagangan yang menurut 

                                                           
104 Kementerian Agama, Al-quran dan Terjemah (Bandung: Fokusmedia), 83. 
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keikhalsan diantara kamu, keikhlasan yang tidak menyalahi ketetapan 

agama. 

 

Salah satu kaidah Islam pula menyebutkan bahwa: 

االتَ عَاقُداا تَ عَاقادَينااوَنَ تَيجَتُهُامَااإالتَ زَمَاهُابِا
ُ
االعَقدااراضَیاالم  الََصلُافِا

Artinya : “Hukum asal dalam transaksi ialah kerid}aan kedua belah 

pihak yang berakad, hasilnya merupakan berlaku sahnya dilakukan”.105 

 
Kerid}aan dalam transaksi adalah prinsip, oleh karena itu transaksi 

akan di anggap sah ketika didasarkan terhadap kerid}aan kedua belah pihak.  

Artinya  akad tidak akan sah ketika salah satu pihak dalam kondisi di paksa 

atau terpaksa ketika salah satu pihak merasa tertipu.106 

Dalam perdagangan kita mengetahui istilah harga. Penentuan harga 

adalah salah satu aspek penting dalam aktivitas perdagangan. Harga menjadi 

sangat penting diperhatikan, mengingat harga memastikan laku tidaknya 

suatu produk dalam perdagangan. Salah dalam menetapkan harga akan 

berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga ialah 

satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan 

pendapatan penjualan barang dan jasa. Oleh sebab itu, harga yang ditentukan 

penjual harus seimbang dengan penawaran nilai kepada konsumen.107 

Harga berdasarkan Ibnu Taymiyyah adalah harga yang adil, yang 

pada hakikatnya telah ada sejak awal kedatangan Islam, Al-Qura’an sendiri 

                                                           
105 A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis 
(Jakarta:Kencana, 2007), Cetakan. 2, 130-131. 
106 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis, 
(Jakarta:Kencana, 2007), Cetakan. 2, 130 
107 Kurniwan Saifullah, Studi Kelayakan Bisnis ( Jakarta: Kencana,2006) Cetakan.2, 24 
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sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. 

Oleh sebab itu, menjadi hal yang wajar ketika keadilan juga diwujudkan 

dalam kegiatan pasar, khususnya berkenaan dengan harga penjualan.  

Keadilan adalah asas utama yang harus diteguhkan dalam semua 

aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan berekonomi. Dasar ini 

memberikan araahan kepada setiap individu  supaya ketika dalam  

melakukan kegiatan ekonominya tidak mengakibatkan  kerugian untuk  

orang  lain. Islam pada dasarnya juga mengikuti kebebasan terikat, artinya 

kebebasan dalam melaksanakan transaksi dengan tetap menjalankan 

nilai-nilai keadilan, ketetapan agama dan etika.108 

Ibnu Taymiyyah pula membedakan dua macam harga, yaitu (1) harga 

yang tidak ada dan tidak diperbolehkan dan (2) harga ada dan dibolehkan. 

Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa harga yang seimbang ialah harga yang 

adil. Ia juga menerangkan bahwa harga yang seimbang ialah harga yang 

terbentuk oleh kekuatan pasar yang berlangsung secara bebas, yaitu 

pertemuan antara permintaan dan penawaran. 109  Ibnu Taymiyyah 

menggambarkan harga pasar sebagai berikut: “ketika penduduk menjual 

barang secara normal (al-wajh al-ma’ruf) tanpa menggunakan cara-cara tidak 

adil kemudian harga tersebut meningkat sebab pengaruh kelangkaan barang 

yaitu penurunan supply atau karena peningkatan jumlah penduduk yaitu 

                                                           
108 Zainal Arifin Dan Dahlia Husin Dengan Judul “Norma Dan Etika Ekonomi Islam” (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2001) Cetakan. IV, 17 
109 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), Cetakan 

Ke-3, 130. 
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peningkatan demond, maka peningkatan harga-harga tersebut karena 

kehendak Allah”.110 

Perkataan  dengan cara yang normal tanpa memakai cara yang tidak 

adil, mengkelompkkan bahwasannya harga yang seimbang atau sepadan  

ialah harga yang kompetitif tanpa adanya  penipuan, sebab harga yang 

sewajarnya hanya akan berlaku pada pasar kompetitif dan hanya praktik yang 

penuh dengan penipuan yang menimbulkan kenaikan harga. 

Teori harga dalam Islam pertama kali terlihat dalam hadist yang 

menceritakan bahwa ada sahabat yang mengajukan usul kepada Nabi untuk 

menentukan harga di pasar. Rasulullah tidak menerima tawaran tersebut dan 

menyatakan bahwa harga dipasar tidak boleh ditetapkan, karena Allahlah 

yang menetapkan, hal tersebut ialah teori mengagumkan yang dikemukakan 

oleh Nabi terkait harga dan pasar. Kekaguman ini karna ucapan Nabi SAW 

tersebut memiliki pengertian bahwa harga pasar itu selaras dengan kehendak 

Allah. 111 Hadist ini menurut Hadist yang telah diriwayatkan oleh Anas ibnu 

Malik: 

اُعَلَياهااوَسَلَّماَ عارُالنََا،افَ قَالَارَسُوالُااللََّّااصَلَّىااللََّّ ،االَاقَاباضُا:ايََارَسُوالَااللََّّااغَلََاالس ا اَهُوَاالامُسَع ارا إانَّااللََّّ
اابِااَ ناكُماايطُاَلابُنِا األَاقاىااللَََّّاوَليَاسَاأَحَدُاما اأَنا االَََراجُوا طُاالارَّزاقُاوَإانِ ا اادَمٍاوَلَامَالاٍالابَاسا  .ظالَمَةااافِا

Dari Anas ibnu Malik r.a. beliau berucap: ‘Harga barang-barang pernah 

mahal pada masa Rasulullah SAW’. Lalu orang-orang berucap, ‚Ya 

Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tentukanlah standar harga untuk 

kami. Rasulullah Saw. bersabda‚ Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan 

                                                           
110 Muchlis Sabir, Riyadlus Shalihin, ( Semarang, CV. Toha Putra : 1981), cetakan. 1, 16 
111 Mawardi, Ekonomi Islam ( Pekanbaru: UNRI Press, 2007). Cetakan. 1, 37-38 
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harga, yang menahan, dan membagikan rezeki, dan sesungguhnya saya 

mengharapkan supaya saya dapat berjumpa dengan Allah Saw. Dalam keadaan 

tidak seorangpun di antara kamu sekalian yang menuntut saya karena 

kezaliman dalam pertumpahan darah (pembunuh) dan harta. (Diriwayatkan 

oleh perawi yang lima kecuali al-Nasa’i dan disahihkan oleh Ibn Hibban)
ا112

 

 

Berkenaan  dengan hadist di atas, beberapa ulama berpendapat, antara 

lain Ibnu Qudamah yang menerangkan bahwa penentuan harga dari pandangan 

ekonomis mengisyaratkan tidak berjalannya bentuk pengawasan atas harga. 

Dia berucap:  

Ini sangat nyata bahwa penetapan harga akan memaksanya menjadi 

lebih mahal. Karena apabila para pedagang dari luar mengetahui adanya 

kebijakan pengawasan harga, mereka tidak akan ingin membawa barang 

dagangannya ke satu wilayah dimana dia diharuskan menjual barangnya 

dengan harga yang tidak diinginkan olehnya, para pedagang lokal akan 

menyembunyikan barang dagangannya dan konsumen tidak merasa puas 

dengan menghilangnya barang-barang keperluan mereka, atau tidak mampu 

membeli karena harganya yang tinggi.113 

 

Beberapa ulama yang mempunyai pandangan serupa, antara lain 

Imam  Ahmad  ibnu Hanbal dan  Imam  Syafi‘i. Namun, sejumlah pakar 

fiqh Islam mendukung  kebijakan tentang  pengaturan harga, walaupun 

baru dijalankan   dalam kondisi penting dan menekankan butuhnya 

kebijakan harga yang adil. Ibnu  Taymiyyah  mengartikan Hadist terkait  

penolakan regulasi harga, bahwa kasus tersebut ialah keadaan atau peristiwa 

yang bukan bersifat umum namun merupakan peristiwa bersifat khusus. 

                                                           
112 Sayyid sabbiq, Fiqhus Sunnah (Darul Fath, 2004), diterjemahkan oleh. Nor Hasanuddin, Fiqih 
Sunnah ( Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jilid 4, 156.  
113 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), Cetakan. 5, 225 
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Menurut beliau,  harga naik disebabkan  oleh  kekuatan pasar bukan 

disebabkan  oleh  ketidaksempurnaan pasar itu sendiri.114 

Ibnu  Taymiyyah menyatakan Hadist tersebut memberi tahu betapa 

Nabi Saw. tidak ingin turut campur tangan dalam perkara regulasi harga   

barang. Hal tersebut dikarenakan oleh kenaikan harga yang disebabkan 

keadaan objektif yang ada di pasar Madinah, bukan sebab kecurangan yang 

diperbuat oleh sekelompok masyarakat demi meraih keuntungan belaka. Hal 

tersebut terjadi bukan disebabkan oleh adanya pedagang yang dengan 

sengaja menimbun barang di pasar namun, ketika itu pasar di Madinah 

sedang kekuranggan supply impor atau dikarenakan penurunan produksi.  

Dengan  begitu,  Ibnu Taymiyyah memiliki pendapat bahwa kenaikan 

harga barang  ketika zaman Nabi Saw disebabkan oleh berjalannya 

mekanisme harga secara alami bukan disebabkan adanya kezaliman. 

Terdapat pula kasus yang lain, didapati oleh Ibnu Taymiyyah bahwa 

Rasulullah Saw pernah menetukan harga secara adil ketika terjadi 

perselisihan  di antara dua orang. Keadaan pertama, beliau menentukan 

bahwa harga yang adil seorang budak tersebut harus difikirkan dengan 

baik-baik dan dipertimbangkan tidak dengan adanya tambahan ataupun 

pengurangan, hal ini terjadi dalam kasus pembebasan budak. Keadaan kedua,  

terjadinya perselisihan di antara dua pihak,  yaitu pihak pertama berperan 

sebagai orang yang memiliki pohon yang terdapat bagian pohonnya tumbuh 

                                                           
114 Yusuf Qaradhawi, Peran Nilai dalam Perekonomian Islam, terjemahan Didin Hafiduddin 

(Jakarta: Robbani Press, 1977), Cetakan1, 467. 
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di tanah orang lain. Pihak kedua merupakan orany yang memiliki tanah, 

sebab pihak pertama keluar dan masuk tanpa adanya izin darinya, ia merasa 

terusik.  Sehingga orang yang memiliki tanah tersebut melaporkan hal 

tersebut kepada Rasulullah Saw., selanjutnya Rasul memberi keputusan 

supaya orang yang memiliki pohon tersebut memilih di antara dua hal, yakni 

memberikan pohon itu kepada orang yang memiliki tanah dengan cara 

sukarela atau menjual pohon  tersebut kepada orang yang memiliki tanah 

dengan menerima ganti rugi yang adil. Pada kasus ini terlihat jelas sukar 

untuk dilakukannya penyeran barang dengan cara sukarela, oleh sebab itu 

penjualan barang kepada pembeli yang sangat memerlukan dapat dilakukan  

secara  paksa oleh pihak yang berwenang. Intervensi yang dilakukan 

Rasulullah Saw.,  ialah tindakan yang butuh dan harus diambil demi 

menghindari timbulnya ketahanan/resistensi oleh pemilik tanah. Orang yang 

memiliki tanah merupakan pihak yang akan menanggung kerugian ketika 

intervensi tersebut tidak dilakukan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam 

berbagai situasi dan keadaan Rasulullah Saw.,   pernah melakukan 

penentuan harga.115  

Ibn Taymiyyah membedakan dua  jenis  regulasi (pengaturan)  

harga, yakni regulasi harga yang tidak dibolehkan ialah regulasi harga tidak 

adil, diantaranya regulasi yang masuk tindakan kezaliman, dan regulasi yang 

adil dan diperbolehkan. Jika regulasi/penetapan harga yang dibuat 

                                                           
115 Yusuf Qaradhawi, Peran Nilai dalam Perekonomian Islam, terjemahan Didin Hafiduddin 

(Jakarta: Robbani Press, 1977), Cetakan 1, 467. 
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pemerintah adanya unsur kezaliman (ketidakadilan) kepada manusia dan 

memiliki sifat yang memaksa tanpa ada hak untuk menjual barang yang 

disenanginya atau melarang mereka dari yang telah diizinkan Allah, maka 

hukumnya haram. Tetapi, ketika penentuan harga tersebut mengandung 

keadilan antar manusia ketika bertransaksi jual-beli dengan harga standar 

yang normal dan melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan Allah untuk 

memperoleh tambahan di atas harga normal, maka hal ini diperbolehkan.116 

Pada keadaan terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibnu Taymiyyah 

merekomendasikan penentuan harga oleh pemerintah. Misalnya dalam kasus 

di mana suatu komoditas keperluan pokok yang harganya naik akibat adanya 

manipulasi dan perubahan harga yang dikarenakan oleh faktor monopoli. 

Maka dalam kondisi seperti itulah, pemerintah harus menentukan harga yang 

adil bagi penjual dan pembeli. 

Otoritas pemerintah dalam melaksanakan pengawasan harga harus 

dirembukkan terlebih dahulu dengan pendudukdan pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan.  Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Taymiyyah 

menerangkan sebuah metode yang diutarakan pendahulunya, Ibnu Hibban. 

Berdasarkan beliau,  pemerintah harus mengadakan  musyawarah dengan 

pihak perwakilan toko dan pasar. Adapun pihak yang lain yang mengikuti 

juga diterima untuk kehadirannya, dikarenakan mereka harus memberikan  

keterangannya. Setelah melakukan rembukan dan penyelidikan mengenai 

                                                           
116 Yusuf Qaradhawi, Peran Nilai dalam Perekonomian Islam, terjemahan Didin Hafiduddin 

(Jakarta: Robbani Press, 1977), Cetakan 1, 467. 
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transaksi jual-beli, pemerintah harus dengan cara persuasif menawarkan 

ketentuan harga yang telah mendapat dukungan oleh para peserta 

musyawarah dan juga penduduk seluruhnya. Jadi keseluruhannya harus 

sependapat tentang hal itu. 

Pada masa Khulafah Rasyiddin, para Khalifah juga pernah melakukan 

intervensi pasar, baik berdasarkan sisi supply ataupun demond. Seperti yang 

di lakukan oleh umar ibnu khattab, untuk mengendalikan harga gandum di 

Madinah, maka beliau mengimpor gandum dari Mesir. Intervensi ini 

dilakukan brdasarkan tinggkat supply. Sedangkan intervensi di sisi demond 

dilakukan dengan menerapkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat 

konsumerisme. Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar 

(hisbah). Rasulullah menunjuk Said Ibn Zaid Ibn al-Ash sebagai kepala 

pengawasan pasar pusat pasar di Mekah.117 

Dalam kitabnya al-Hisbah, penentuan harga dibutuhkan dalam rangka 

mencegah manusia menjual barang-barangnya hanya kepada komunitas 

tertentu dengan harga yang ditentukan sesuai kemauan mereka. Oleh sebab 

itu, peraturan harga (fixed price policy) memberikan kemudahan terhadap 

para usaha mikro dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya 

dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar. Kebijakan ini kerap kali 

digunakan oleh pemerintah dalam upaya  melindungi sektor usaha mikro 

dari kehancuran.  

                                                           
117 Mawardi, Ekonomi Islam ( Pekanbaru: UNRI Press, 2007). Cetakan 1, 42.  
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Terkait dengan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah, 

dalam hal ini pemerintah kabupaten Sidoarjo sebagaimana yang terdapat 

dalam Perbup Nomor 63 tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran 

serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor 

Pertanian di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016 terhadap penetapan 

harga jual pupuk bersubsidi di tingkat distributor lini IV, dimana dalam  

istilah Islam sering disebut dengan tas’ir. Tas’ir ialah penentuan harga yang 

dilakukan oleh pemerintah yang sudah adanya pertimbangan yang bertujuan 

untuk kemaslahatan secara umum.  Hal ini berlaku ketika  para pedagang 

melakukan tindakan sewenang-wenang dan malebihi batas sehingga bisa 

membahayakan pasar, sehingga wajib bagi pemerintah untuk melakukan 

intervensi dan menentukan harga untuk menjaga hak-hak masyarakat, untuk 

mencegah penimbunan dan menhapuskan kezaliman yang melanda sebab 

keserakahan pedagang-pedagang yang curang.118  

Menurut Ibnu Taymiyyah yang dikutip dari Yusuf Qardhawi 

menjelaskan bahwa menentukan ketetapan harga dibutuhkan untuk 

mencegah manusia menjual barang-barangnya hanya kepada kelompok 

tertentu dengan harga ditentukan sesuka hati. Perbuatan itu ialah termasuk 

kezaliman di muka bumi.119 Dengan itu, menentukan ketetapan harga pupuk 

bersubsidi oleh pemerintah diizinkan dan wajib diterapkan. Oleh sebab itu, 

ketika sudah diperintah oleh pemerintah maka yang menerima perintah 

                                                           
118 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, terj Muhajahidin Muhayan (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara), 80 
119 Zainal Arifin Dan Dahlia Husin Dengan Judul “Norma Dan Etika Ekonomi Islam”, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2001), Cet. IV, 257 
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haruslah menyampaikan amanah tersebut dengan sejujur-jujurnya. Seperti 

dalam surat di bawah ini: 

لعَدلااقلیا اانَاتََکُمُواابِا ااالَیااهَلاهَالاوَااذَاحَکَمتُمابَيَناالنَّاسا اَيََمُرکُُماانَتُ ؤَدُّوااالَمَنَتا اانَّااللََّّ
يْاً. يعًامبَصا اَناعامَّاايعَاظُکُماباهااقلیاانَّااللَََّّاکَانَاسَاَ  اانَّااللََّّ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanah-amanah kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepada kamu. Sesunggungnya Allah adalah Maha mendengar lagi 

Maha Melihat”. (Q.S. an-Nisa’ : 58)120 

 

Amanah merupakan suatu hal yang diberikan terhadap pihak lain 

untuk di jaga dan diserahkan kembali apabila tiba waktunya atau apabila 

diminta oleh pemiliknya. Amanah ialah kebalikan dari khianat. Amanah  

tidak akan diberikan kecuali terhadap orang yang dianggap oleh pemberinya 

bisa menjaga dengan baik apa yang telah diberikannya.121 

Para pihak yang bersangkutan dalam penyaluran pupuk bersubsidi 

telah diberikan amanah oleh pemerintah untuk menjual pupuk bersubsidi 

sesuai dengan HET yang ditentukan. Adanya perubahan harga dari 

pihak-pihak yang bersangkutan merupakan hasil musyawarah antara 

penyalur dan para petani yang telah disepakati tanpa menyembunyikan harga 

yang semula ditetepkan. Maka dalam transaksi ini tidak ada kecurangan dari 

pihak penyalur, karena sudah mengatakan yang sesungguhnya dan 

                                                           
120 Kementerian Agama, Al-quran dan Terjemah (Bandung: Fokusmedia), 87. 

 
121 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an,479 
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kesepakatan yang dibuat ditunjukan agar harga pupuk bersubsidi tidak 

melampaui harga yang telah disepakati.  

Agama mengajarkan bahwa amanah/kepercayaan merupakan asas 

keimanan berdasarkan sabda Nabi SAW, Tidak ada iman bagi yang tidak 

memiliki amanah”. Selanjutnya, amanah memerlukan kepercayaan dan 

kepercayaan tersebut melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya 

melahirkan keyakinan.122Oleh sebab itu, ketika diperintahkan menjalankan 

amanah, diharuskan bahwa amanah tersebut harus dikerjakan kepada 

pemiliknya, dan saat diperintahkannya menetapkan hukum dengan adil 

memiliki arti bahwa perintah berlaku adil tersebut ditujukan kepada manusia 

secara menyeluruh.123 Dengan demikian amanah penetapan harga jual pupuk 

bersubsidi wajib diberikan kepada pemiliknya yaitu para petani.  

Dan untuk seseorang yang diberikan amanah oleh pemerintah dan ia 

berat untuk melakukannya, Maka ia haruslah ingat kembali bahwa kita 

sebagai manusia atau masyarakat haruslah taat kepeda pimpinan atau dalam 

hal ini pemerintah. Sesuai dengan potongan QS. An-Nisa ayat 59 berikut: 

ناكُماااااااااااااااااااااا َمارااما االا عُوااالرَّسُوالَاوَاوُلَا عُواااللَََّّاوَاطَاي ا اااايَََاي ُّهَااالَّذايانَاامََنُ وااااطَاي ا  

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) diantara 

kamu.”124 

 

                                                           
122 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an,480 
123 ibid 
124 Kementerian Agama, Al-quran dan Terjemah (Bandung: Fokusmedia), 87. 
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Ayat di atas memaparkan bahwa sebagai kaum mukminin harus 

mentaati keputusan hukum dari siapapun yang memiliki wewenang 

menetapkan hukum. Secara berurutan manusia harus mentaati Allah dalam 

perintah-perintahnya yang telah dicantumkan dalam Al-Qur’an dan mentaati 

Rasul-Nya, yakni Muhammad Saw., dalam seluruh  perintahnya, baik 

perintah melakukan sesuatu, ataupun perintah supaya tidak melakukannya, 

dan melaksanakan  perintah ulil amri yaitu  pihak yang memiliki 

wewenang menangani segala urusan dan kepeutusannya selama perintahnya 

tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan juga selama 

tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Mereka merupakan 

orang-orang yang dapat diandalkan dalam menangani segala permasalahan  

masyarakat yakni penguasa/pemerintah.125 

Taat dalam bahasa Al-Qur’an memiliki arti tunduk, menerima secara 

tulus. Ini memiliki arti ketaatan dimaksud bukan sekadar melaksanakan apa 

yang diperintahkan, namun pula ikut berpartisipasi dalam upaya yang 

dilakukan oleh penguasa demi mendukung usaha-usaha pengabdian kepada 

masyarakat.126 

Menurut penulis berdasarkan Q.S an-Nisa’ ayat 59 jika dikaitkan 

dengan penetapan harga jual pupuk bersubsidi sudah mengharuskan 

                                                           
125 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, 482 
126 Ibid 184 
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masyarakat wajib melaksanakan peritah penguasa/pemerintah karena 

perintah tersebut mengandung kemasahatan.127 

لَحَةا128ٍا لامَصا اعَلَیاالرَّعايَةااامانُوطاٌابِا مَاما  تَصَرُّفُاالا
Artinya : Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus 

berorientasi kepada kemaslahatannya”129 

 

Kaidah ini memiliki pengertian bahwa setiap tindakan atau suatu 

kebijakan para pemimpin yang berkaitan dan mengenai seluruh hak rakyat,  

disangkutkan dengan kemaslahatan rakyat secara luas dan bertujuan untuk 

mendapatkan suatu kebaikan. Kerena pemimpin merupakan pengemban 

amanah untuk rakyatnya (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai 

pemimpin serta harus juga memperhatikan kemaslahatan rakyat.130dalam hal 

ini terdapat kaidah yang berkaitan dengan kaidah tersebut: 

داا فَاسا
َ
اوَدَرءُاالم صَالاحا

َ
 جُلبُاالم

Artinya: “Meraih yang maslahah dan menolak mafsadah”131 

 

Dapat ditegaskan bahwasannya seorang pemimpin harus memiliki 

kecenderungan yeng mengorientasikan  kepada kemaslahatan rakyat, bukan 

sekedar mengikuti hawa nafsu atau keinganan keluarga ataupun 

                                                           
127 A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis 
(Jakarta:Kencana, 2007), Cetakan. 2,147 
128 Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuti, “al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa’id wa Furu Fiqh 

al-Syafi’i” (Baitut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1399) cetakan 1, 134 
129 A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis 
(Jakarta:Kencana, 2007), Cetakan. 2,147 
130 Imam Musbikin, Qawa’id Al-Fiqhiyah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 124 
131 A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis 
(Jakarta:Kencana, 2007), Cetakan. 2, 27. 
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kelompoknya.  Dengan adanya penetapan harga jual pupuk bersubsidi 

pemerintah telah memberikan kemaslahatan supaya masyarakat dapat 

memenuhi kebutuhan pertanian yakni pupuk, dengan memberikan subsidi 

sehingga harga pupuk tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat menengah 

ke bawah.  

Untuk mempertahankan kemaslahatan bersama yang telah diberikan 

oleh pemerintah terhadap masyarakat, maka masyarakat juga melakukan 

musyawarah harga jual pupuk bersubsidi di daerah tersebut. Tanpa 

meninggalkan amanah pemerintah dalam melaksanakan perintahnya dalam 

penetapan harga pupuk bersubsidi. Karena pertimbangan masyarakat 

terhadap pihak-pihak yang ikut serta di dalamnya, seperti contohnya ialah 

tukang kuli panggul yang bekerja pada kios tersebut juga membutuhkan 

pembayaran atas apa yang dikerjakannya. Dan musyawarah ini juga agar 

menekan terjdinya pembludakan harga yang tidak terkontrol dan harga tetap 

terjangkau. 

Alih-alih melaksanakan musyawarah penetapan harga pupuk 

bersubsidi antara masyarakat atau petani dan kios dengan maksud tersebut. 

Kios tetaplah melanggar aturan karena menjual pupuk melebihi HET yang 

telah di tetapkan oleh pemerintah. Dan menurut islam kios haruslah tetap 

menerapkan aturan yang ditetapkan pemerintah untuk tetap menegakkan 

kemaslahatan yang terdapat dalam aturan tersebut. Karena pemerintah 

membuat peratuaran juga untuk kemaslahatan masyarakatnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan menjawab 

rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Perbup Nomor 63 Tahun 2015 terkait Kebutuhan dan 

Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 

untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016 

pasal 10 ayat 1 bahwa distribtor lini IV mendistribusikan pupuk 

bersubsidi kepada petani bahwa terjadi perubahan harga karena 

adanya kesepakatan antara petani dan penjual harga jual dilapangan 

melalui musyawarah. Alasanya disepakatinya harga lapangan 

dikarenakan adanaya uang transport, uang konsimsi kuli, dan uang 

jasa kuli. Menurut penulis jual beli yang dilakukan tidaklah benar 

karena melampaui HET pupuk bersubsidi yang telah ditentukan 

pemerintah berdasarkan Perbup Nomor  63 Tahun 2015, walaupun 

ada kesepakatan antara penjual dan pembeli.  

2. Analisis Fiqh Mu‘a>malah terhadap Penetapan Harga Eceran Tertinggi 

(HET) Pupuk Bersubsidi di desa Kedungkembar Kec Prambon Kab 

Sidoarjo, jika dipandang dari fiqh mu‘a>malah, walaupun adanya 
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kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga di lapangan 

dan saling rid{a tetaplah tidak sesuai. Walaupun telah menyampaikan 

amanahnya namun tidak sepenuhnya. Karena, tidak mentaati perintah 

pemerintah untuk menjual dengan harga yang telah diatur oleh 

pemerintah. Sehingga, untuk kemasalahatan seharunya penjual tetap 

menerapkan HET yang ditentukan oleh pemerintah. Walaupun sudah 

ada kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mereka rid{ai. 

 

B. Saran  

Selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengupayakan 

kemampuan yang ada mengenai pembahasan “Analisis Fiqh Mu‘a>malah 

terhadap Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi di 

Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo”. Maka penulis akan 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi pengawas lapangan agar ditingkatkan dalam pengawasannya 

agar tidak timbulnya kenaikan harga yang menyebabkan tidak 

meratanya harga yang telah ditetapakan. Sehingga merugikan salah 

satu pihak. 

2. Bagi penyalur lini IV atau penjual eceran, seharusnya tetap 

menerapkan HET yang berlaku, sesuai dengan Perbup Nomor 63 

Tahun 2015.  
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